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PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN
FERIEANAN
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN Disahkan

SAMPAH [PALS) Oleh

NIP. 1o SO ETRMI1 | 001

Nama 30P | Operasional Pengangkutan

Sampah Dengan Dump-Truck

DASAR HUKUM ; KUALIFIKASI PELAKSANA ;

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 | 1. Pengemudi/driver/Sopir yang memilikd
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; kemampuar mengemudi dan

2. Heputusan Menteri Ketenaga kerjaan Nomor misngoperasicnalkan dump-truck yang
132 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar memiliki SIM  (Surat  ljin  Mengemudi
Kompetensi  Kerja  Nasional Indonesia minimal B1.

Eatagori Konstrukasi Gelongan Pokok | 2, Mengetnhui rute operasional.
Konstruksi Khusus pads Jabatan Kerja | 3, Mengetahui  personiljerew dump-truck
Operator Dumptruack: sclamna operasional.

3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Momor PM 60 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Anglutan Barang dengan
Eendaraan Bermator di Jalan;

4, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Momor 34 Tahun 2011 Tertang Pengelolaan
Sampakh;

5. Peraturan Menteri Pendayagunsan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrazi Momoer 35

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

6. Peraturan Menferi Pendayagunaan Aparatur
Negora dan Reformasi Birokrasi MNemer 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penvusunan
atandar Operasional Prosedur  Administrasi
Pemerintahan;

7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128
Tabhun 2013 {enteng Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen.;

8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, seria Tala
Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan
dan Perikenan;

9.  Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34
Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis
Pemerintah Kabupaten Kebumen;

10, Eepuiuszan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup, Kelautan dan Penkanan Kebupaten
Eebumen Nomor 050 /04617 11 / SK f 2032
tamgeal 3 Pebruar 2023 tentang
Pembentukan Tim Penyusun Standar
Operasional Frosedur Administrasi

Pemerintahan [SOP AP] Dinas Li MEen




11.

Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kebumen; dan

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kebumen Nomor 060/ Tahun 2022
tentang Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan
Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kebumen;

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Apel/breafing

Dump-truck
Cakar sampah

1.
2.
2. Standar Operasional Prosedur SOP 3. Terpal/jaring sampah
Pemuatan sampah 4. Copo
3. Rute/Jadwal pengangkutan S. Pengki/walik
4. Presensi/daftar kehadiran 6. Sapu lidi
S. Manual Dump truck 7. Alat cuci
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila tidak dilakukan sesuai jadwal, | 1. Petugas Pengurus Barang Milik Daerah pada
sampah akan menumpuk dan adanya UPTD
complain pelanggan. 2. Daftar nama karyawan pada Kasubbag TU
2. Dalam operasional akan menebarkan bau UPTD
dan jika overload potensial tercecer. 3. Laporan SPJ perawatan rutin Kendaraan
3. Apabila armada mengalami kerusakan, UPTD
potensial penumpukan dan bau. 4. Daftar Kendaraan dan pemegang kendaraan

pada data Petugas Penimbangan TPA




NAMA SOP : OPERASIONAL PENGANGKUTAN SAMPAH DENGAN DUMP-TRUCK

Pelaksana Mutu Baku
. . Sopir dan
N Kegiat Ket
© Uraian Kegiatan Pekerja Pengawas Ka UPTD Pe_litggAas Kelengkapan Waktu Output ©
Dump truck
1 Melakukan persiapan dan Absensi petugas 5 menit llzﬂni{?fﬂl;?qnbﬁiad'ran
mengisi absensi di kantor ( ) lapangan laporan
Melaksanakan Apel dengan Melaporkan Mengetahui tugas dan
kepala UPTD atau Atasan ) .. | mandat yang
2 langsung (Koordinator, 'I_:l kehadiran untuk 10 menit ditugaskan pada hari
membuat laporan .
Pengawas, Kasubbag TU) itu
Melaksanakan tugas
Mengetahui tugas sesuai dengan Prinsip
3 (I\jAengontroI.keIengkapan glat |_VJ dan mandat yang : Efisiensi, Efektifitas
an personil masing-masing ditugaskan pada hari 5 menit dan aspek
dump truck itu pengutamaan
Keselamatan
Melakukan proses operasional Melaksanakan tugas
(gre]ngsrr:(lzllzg S:rr:w ah sesuai sesuai dengan Terangkutnya
pengang P v Prinsip Efisiensi, . sampah-sampah
4 | dengan rute telah ditetapkan e 3 jam .
. : E:l Efektifitas dan aspek rumah tangga menuju
yaitu dari rumah-rumah atau enautamaan TPA
dari Depo Transfer sampah Eesglamatan
kemudian di angkut ke TPA)
Melakukan penimbangan dan Data Pendataan
pendataan mengenai tonase Terangkutnya penanganan sampah
5 sampah, volume sampah, N sampah-sampah 30 menit Kabupatan/ Kota oleh

Nomor kendaraan dan
Pemegang kendaraan yang
masuk TPA

rumah tangga
menuju TPA

Dinas Lingkungan
Hidup Kelautan dan
Perikanan




Memberikan Laporan bahwa

Data Pendataan
penanganan sampah
Kabupatan/ Kota
oleh Dinas
Lingkungan Hidup

Bahan Evaluasi

5 menit | perbaikan rute
sampah sudah terangkut Kelautan dan ’
P k Perikanan, Laporan penambahan TPS dll
petugas pengangkut
sampah dan
pengemudi
. . Informasi terkait
Memberikan laporan kepada Bahan Evaluasi .
Kepala Bidang dan Kepala > ) perbaikan rute, 30 menit | Proses pengambilan

Dinas

penambahan TPS dll

dan pengangkutan
sampah




Nomor SOP 896.1/ RE Y7

Tanggal 31 Januari 2022

Pembuatan

Tanggal 15 Nowvernber 2022

Revisi

Tanggal 15 November 2022

Efcktif
KEPALA I]INAE LINGEUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN FLBts
DINAS LINGEKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN
FERIKATAN
DMizahkan
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN SAMPAH Oleh
[PALS)

Nama SOP Operasional Pn.-.n.gp.nghutnn

Sampah Deapan Arm Fall
DASAR HUKUM - KUALIFIKASI PELAKSANA ;

mn

io.

. Peraturan  Menteri

Undang-Undang Namer 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angloatan Jalan:

Keputusan Menteri Ketenaga kerjasin Nomor 132
Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar
Eompetenigi Kerjn Rasional Indomesia Katagori
Konstrukasi Golongan Pokok Konstruksi Khusue
pada Jabatan Kerja Operator Dumptrack;
Pertmbungan  Republik
Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan
KEendaraan Bermator di Jalan:

. Peraturan Daerah Eabupaten Kebumen Nomor

3% Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah;
Peraturan Menten Pendayagunaan  Aparatur
Nepgara dan Reformazi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 t‘tnmﬂg Pedaman F:n}'u:unm Standar
Operasional Frosedur Admiristrasi
Pemerintahan;

Peraturan Menteri Pendavapunasn  Aparatur
Megara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Frosedur Administirasi
Pemerintahan;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di  Lingkungan Pemerintab
Eabupaten Kebumen.;

Peraturan Bupati Kebumen Momor 124 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasd,
Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan;
Feraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun
2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemermtah
Kabupaten kebumen;

Keputusan Kepala Dinas Lingkungen Hidup,
Kelautan den Pernkenan Kabupaten Kebumen
Nomaor 050 / 04617 11 f SK [ 2022 tanggal 3
Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim
Penyusun  Standar  Operasional  Prosedur
Administrasi Pemerintahan [SOP AP} Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen; dan

1. Pengernudi/driver/Sopir yang memilild
kemampuan mengomuds dan
mengoperasionalkan arm roll vang
memilili SIM [Surat Ljin Meagemudi) B1.

2. Mengetahui rute operasional.




11. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 060/ Tahun 2022 tentang Peta Proses
Bisnis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen;

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Apel/breafing 1. Arm roll
2. SOP Pemuatan sampah 2. Cakar sampah
3. Rute/Jadwal pengangkutan 3. Copo
4. Presensi/daftar kehadiran 4. Pengki/walik
5. Manual Arm Roll S. Sapu lidi
6. Alat cuci

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.

Apabila tidak dilakukan sesuai jadwal, sampah
akan menumpuk dan adanya complain
pelanggan.

Dalam operasional akan menebarkan bau dan
jika overload potensial tercecer.

Apabila armada mengalami kerusakan, potensial
penumpukan dan bau.

1.

2.

3.

Petugas Pengurus Barang Milik Daerah
pada UPTD

Daftar nama karyawan pada Kasubbag TU
UPTD

Laporan SPJ perawatan rutin Kendaraan
UPTD

Daftar Kendaraan dan pemegang
kendaraan pada data Petugas
Penimbangan TPA




NAMA SOP : OPERASIONAL PENGANGKUTAN SAMPAH DENGAN ARM ROLL

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Sopir Arm- Ka UPTD Petugas Ket
Roll Pengawas Persampah TPA Kelengkapan Waktu Output
Melakukan persiapan dan Absensi petugas . Melaporkan kehadiran
1 mengisi absensi di kantor C) lapangan 5 menit untuk membuat laporan
Melaksanakan Apel dengan . .
Melaporkan kehadiran Mengetahui tugas dan
2 kepala UPTD ata}u Atasan :l_l | untuk membuat 10 menit | mandat yang ditugaskan
langsung (Koordinator, laporan pada hari itu
Pengawas, Kasubbag TU)
Mengetahui tugas dan Melakganakan tugas.
Mengontrol kelengkapan alat mandat van sesuai dengan Prinsip
3 | dan tanda parkir/ rambu lalu v ditu ask);n gada hari 5 menit | Efisiensi, Efektifitas dan
lintas E:l itu g P aspek pengutamaan
Keselamatan
Melakukan proses operasional
( pengambilan dan Melaksanakan tugas
pengangkutan sampah sesuai v sesuai dengan Prinsip )
4 dengan rute telah ditetapkan E:l Efisiensi, Efektifitas 3 jam ::;?Sgﬁ l:mghsia?ggz
yaitu dari Landasan Kontainer dan aspek menuiu TPA
Sampah atau dari Depo pengutamaan J
Transfer sampah kemudian di Keselamatan
angkut ke TPA)
Melakukan penimbangan dan Data Pendataan
E:r?]d?ﬁacomqngiza tc;rrm]ase N Terangkutnya sampah- penanganan sampah
5 Nom%r kendaraan dar? ’ 'I_:| sampah rumah tangga | 30 menit | Kabupatan/ Kota oleh
: menuju TPA Dinas Lingkungan Hidup
Pemegang kendaraan yang @ Kelautan dan Perikanan
masuk TPA




Data Pendataan
? penanganan sampah
Kabupatan/ Kota oleh
. Dinas Lingkungan Bahan Evaluasi
g/laenr]npt;ehrllgsgal_haﬁe ?;anréli)jthwa |:":| Hidup Kelautan dan 5 menit | perbaikan rute,
Perikanan, Laporan penambahan TPS dll
petugas pengangkut
sampah dan
pengemudi
Memberikan laporan kepada Bahan Evaluasi Informasi terkait proses
Kepala Bidang dan Kepala q ) perbaikan rute, 30 menit | pengambilan dan
Dinas penambahan TPS dll pengangkutan sampah




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN

Nomor SOP | B96.1/ E*ﬁ yg

| Tanggal 31 Januari 2022
Pembuatan
Teriggpal 15 November 2022
Revisi
Tanggal 15 Newember 2022
Efekrif

PERIKEANAMN
Dismhlenr
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN SAMPAH Oleh
(PALS)

Hama SOP E
Sampah Dengan Kendaraan
Roda Tiga

DASAR HUKUM KUALIFTKAS] PELAESANA |

Peraturan Menteri Pendayagunsan Aparaiur
Negara dan Reformmusi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemenniahan:

Peraturun Menteri Pendaysgunean Aparatur
Negara dan Reformasi Birokresi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur  Administrasi
Pemerintahan:

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prozedur Administrasi
Pemenntabhan di Linglungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen. ;

Peraturan Bupati Kebumen Nomar 124 Tabun
2021 tentang Kedudukan, Busuinan
Organieasi, Tugasz Dan Fungsi, serta Tata
Kerfa Dinas Linglungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan;

Peraturan Bupati Kebumen Nomaor 34 Tahun
2022 ientang Peta Proszes Bisniz Pemerintah
Kabupaten Kebumen;

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan KEabupaten Kebumen
Nomor 050 / 0461/ 11 / 8K [/ 2022 tangeal 3
Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim
Penyusun  Standiar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (SOP AF) Dinas
Lingkungan Hidup, Keluutan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen: dan

Keputusan Kepals Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

Nomor 060/  Tahun 2022 tentang Peta Proscs
Biznis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Pertkanan Kabupaten Kebumen;

1. Pengemudi/driver/Sopir yang memiliki

kemampuan mengemudi

dan

mengoperasionalkan Kendarsan Roda

Tiga yang memiliki SIM (Surat
Mengemudi) C
2. Mengetahui rute operasional.

Tjin

EETERKAITAN .

PERALATAN/ PERLENGEAPAN:

il

S0P Apel/breafing

S0P Pemuatan sampah
Rute /Jadwal pengangkutan
Presensi/daftar kehadiran

YViar

Copo
Bapu
Pengkd /' Walik

ENEES




Manual Viar

5. Alat Cuci

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila tidak dilakukan sesuai jadwal, sampah
akan menumpuk dan adanya komplain
pelanggan.

Dalam operasional akan menebarkan bau dan
jika overload potensial tercecer.

Apabila armada mengalami kerusakan,
potensial penumpukan dan bau.

1.

Komunikasi dengan pelanggan bila ada
keterlambatan pelayanan.




NAMA SOP : OPERASIONAL PENGANGKUTAN SAMPAH DENGAN KENDARAAN RODA TIGA

Pelaksana Mutu Baku
; ; Sopir
No Uraian Kegiatan Kendaran Pengawas Ka UPTD Petugas Kelengkapan Waktu Output Ket
. Persampah TPA
Roda Tiga
Melakukan persiapan dan Absensi petugas .. | Melaporkan kehadiran
1 mengisi absensi di kantor C) lapangan 5 menit untuk membuat laporan
Melaksanakan Apel dengan . .
Melaporkan kehadiran Mengetahui tugas dan
2 :;en%aslﬁntép(:;g;ﬁzaﬁfsan >|_| | untuk membuat 10 menit | mandat yang
Pengawas, Kasubbag TU) laporan ditugaskan pada hari itu
Mengetahui tugas dan Melaksanakan tugas
Menaontrol kelenakanan mandat yang sesuai dengan Prinsip
3 bekegr'a grap |:":| ditugaskan pada hari | 5 menit | Efisiensi, Efektifitas dan
J itu, Peralatan aspek pengutamaan
pengamblan sampah Keselamatan
Melakukan proses
operasional ( pengambilan Melaksanakan tugas
g:gugfgge?]n%ﬁu:sgizgﬁah v sesuai dengan Prinsip Terangkutnya sampah-
. gar . E:l Efisiensi, Efektifitas . sampah rumah tangga
4 | ditetapkan yaitu dari 3 jam .
) dan aspek menuju Depo Transfer
Landasan Kontainer Sampah enautamaan Samoah
atau dari Depo Transfer &esglamatan P
sampah kemudian di angkut
ke TPA)
Teranakutnva Data Pendataan
sam gh-sar)rq ah penanganan sampah
Mengangkut sampah ke Depo » | P P . .. | Kabupatan/ Kota oleh
5 L rumah tangga menuju | 30 menit . .
Transfer Sampah Depo Transfer Dinas Lingkungan
f’j Sar% ah Hidup Kelautan dan
P Perikanan




Memberikan Laporan bahwa

Data Pendataan
penanganan sampah
Kabupatan/ Kota oleh
Dinas Lingkungan

Bahan Evaluasi

sampah sudah terangkut Hidup Kelautan dan 5 menit | perbaikan rute,
Perikanan, Laporan penambahan TPS dll
petugas pengangkut
sampah dan
pengemudi
Memberikan laporan kepada Bahan Evaluasi Informasi terkait proses
Kepala Bidang dan Kepala > perbaikan rute, 30 menit | pengambilan dan

Dinas

penambahan TPS dll

pengangkutan sampah




Nomor S0P 8961/ Bfﬂﬂ
Tanggal 31 Januari 2022
Pembuatan
Tanggal Revigi 15 Novemmber 2022
Tanggal Efektil 15 November 2022
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN Dizahkan Olch
DINAS LINGEUNGAN HIDUFP EELAUTAN DARN
PERIKANAN
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN
SAMPAH [PALS)
Nama SOP -
Cperasional UPTD
Persampahan
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA -

l. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 | 1. Memiliki Pengetahuan Tentang Mesin
Tentang Lali Lintas dan Anglkutan Jalan; Kendaraan, Spare part kendaraan dan
2. Peraturan Menter Pekerjaan Umum promes perbengikelan:

Repubiik Indonesia Nomer 03/Pri/M/ 2013
Tentang Penvelenggaraan Prasarana Dan
Barang Persampahan Dalam Penanganan
Sampah Bumah Tanggs Dan Sampsh Sejenis
Sampah Rumah Tangga;

. Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor FM 60 Tahun 2012 tentang

. Memiliki pengetabuan laporan

pertangpungawaban [SPJ) eervis kendaraan:
Memilki keahlisn administratif dan

pelaporen kepada atnsan; dan
. Memiliki keahlian di bidang management

keuangan dan pelaporan keuangan
pemeliharann barang.

Penyelenggarean Angkutan Barang dengan
Kendaraan Bermotor di Jalan;

4, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Momor 34 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Sampah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatar
Megars dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
atandar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

6, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
MNegara dan Reformasi Birclkrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
atandar Operasional Prosedur Adminisorasi
Pemerintahan;

7, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen.;

8, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fangsl, serta Tata
Kerja Dinas Linglungan Hidup, Kelautan
dan Perikanan;

8. Peraturan Eupa.h Kebumen Nomor 34
Tahun 2022 fentang Peta Proszes Bisnis
Pemerintah Kabapaten Kebumemn,

10. Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen Nomor 050 / 461/ I
J SK [/ 2022 tanggal 3 Pebruar 2022

tentang Pembentukan Tim Penyusun
Btandar Operasional Prosedur Administrasi




Pemerintahan (SOP AP) Dinas Lingkungan
Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kebumen; dan

11. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kebumen Nomor 060/ Tahun 2022
tentang Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan
Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kebumen.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP pengemudian armada kebersihan
2. SOP pengelolaan TPA

1. ATK 4. Printer

2. Kendaraan 5. Kamera dokumentasi
Operasional 6. Tempat Arsip

3. PC/ Laptop

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika Anggaran Pemeliharaan Tidak Mencukupi,
maka segera di susun ARB ulang sesuai dengan
kondisi kendaraan, melakukan pengajuan
pergantian kendaran jika pemeliharaan
kendaraan sudah melampaui batas wajar.

1. Buku besar servis kendaraan (Riwayat Servis)
oleh pengurus BMD di UPTD;

2. Kartu riwayat servise kendaraan (dipegang
driver);

3. Nota bengkel;

4. SPJ Pemeliharaan kendaraan; dan

5. Laporan penggunaan anggaran dan sisa
anggaran pemeliharaan oleh pengadministrasi
keuangan kepada Kepala UPTD.




JUDUL SOP : PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL UPTD PERSAMPAHAN

NO AKTIVITAS Palaksana Mutu Baku Ket
Pengurus | Pengemudi KA | Petugas | Kasubag | Pengadminis- | Kelengkapan | Waktu Output
Barang UPTD | Bengkel TU trasi Umum (Menit)

1 | Membuat Buku Daftar Riwayat PC/ Laptop, 60 Daftar
Servis Kendaraan dan C) Buku Besar, Kendaraan,
Pergantian Suku Cadang Kertas Printer, Pengemudi dan
Kendaraan Penyimpanan riwayat

Arsip pemeliharaan

2 | Membuat Perencanaan Servis Daftar 330 Daftar
Setiap Kendaraan dan WV Kendaraan, Kendaraan,
Pembayaran Pajak Setiap Pengemudi Riwayat dan
Kendaraan dalam satu tahun dan riwayat Jadwal Servis

pemeliharaan dan Pembayaran
Pajak Kendaraan

3 | Mengisi formulir permohonan Tidak Pulpen, 10 Formulir Formulir
pengajuan servis kendaraan \ Formulir Pengajuan Servis
sesuai kerusakan dan P Pengajuan Kendaraan (untuk
pemeliharaan yang diperlukan Servis dibawa ke
(Rangkap 3; 1 ke bengkel, 2 Kendaraan bengkel)
untuk kantor)

4 | Mengecek formulir pengajuan, Formulir 30 Update Buku
mengecek kendaraannya, Pengajuan Besar/ Data
disesuaikan dengan data Servis Riwayat
riwayat kerusakan kendaraan Kendaraan, Pemeliharan
dan servis rutin (Oli, Kampas, / Kendaraan, Kendaraan
Filter, Ban dll), Memberi Paraf Tidak Kamera untuk
dan diteruskan ke KA UPTD dokumentasi
untuk di tandatangani, jika tidak
sesuai maka dikembalikan ke
pengemudi untuk memperbaiki
Formulir Pengajuan Servisnya

5 | Menyelia dan menandatangani Formulir 10 Formulir Pengajuan
formulir pengajuan Servis jika Ya Pengajuan Servis Kendaraan
setuju, jika tidak maka formulir Servis yang sudah di
dikembalikan ke Pengemudi Kendaraan tandatangani KA
untuk di perbaiki. Ya UPTD




6 | Membubuhkan nomor/ kode Ya Formulir 10 Arsip Formulir
pengajuan ke dalam formulir, Pengajuan Pengajuan Servis
dan mengarsip berkas formulir Servis Kendaraan yang
pengajuan yang telah di Y Kendaraan sudah di
tandatangani (1 ke pengemudi, yang sudah di tandatangani KA
2 untuk arsip kantor) tandatangani UPTD

KA UPTD

7 | Membawa Formulir Pengajuan Kendaraan 20 Kendaraan yang
Servis ke bengkel bersama yang akan akan diservis
dengan mengantar kendaraan diservis mendapatkan
yang akan dilakukan perbaikan jadwal perbaikan

8 | Memperbaiki Kendaraan dan Tidak Kendaraan 330 Kendaraan yang
membuat nota tagihan bengkel yang akan sudah diservis,

diservis Nota bengkel

9 | Mengecek nota dan kendaraan Kendaraan 20 Kendaraan Siap
setelah diperbaiki. Jika sudah yang sudah digunakan
sesuai, maka pengurus barang diservis, Nota kembali
mengisi formulir Berita Acara bengkel,
setelah servis kendaraan untuk Fromulir
di tandatangani KA UPTD, Jika <\, Pengajuan
Belum sesuai maka kendaraan yh Servis
dibawa kembali ke bengkel oleh Kendaraan
pengemudi untuk diperbaiki (Copy),
kembali kamera

Ya dokumentasi
10 | Menandatangani Formulir Fromulir Berita 10 Fromulir Berita

Berita Acara setelah servis
untuk kelengkapan SPJ
Pemeliharaan Kendaraan dan
Arsip (digabungkan dengan
formulir pengajuan servis untuk
arsip kantor rangkap 2)

Acara Setelah
Servis
Kendaraan

Acara Setelah
Servis Kendaraan
yang sudah di
tandatangani KA
UPTD




11 | Mengarsip Formulir Berita Acara Fromulir Berita 20 Arsip Fromulir
setelah servis dan copy nota Acara Setelah Berita Acara
bengkel (Rangkap 2; 1untuk Servis Setelah Servis
arsip Kasubag TU, 1 lagi untuk Kendaraan Kendaraan yang
arsip Pengurus Barang) untuk yang sudah di sudah di
keperluan SPJ, kemudian tandatangani tandatangani KA
membukukan ke dalam Buku KA UPTD UPTD
Daftar Riwayat Servis
Kendaraan

12 | Membuat SPJ Pemeliharaan Nota bengkel, 60 SPJ dan Laporan
Kendaraan dan membuat Rincian Obyek Keuangan
laporan keuangan pemakaian Belanja, pemakaian
anggaran Pemeliharaan Kelengkapan anggaran
Kendaraan (Tanda tangan KA > Pajak, Pemeliharaan
UPTD) Formulir Berita Kendaraan

Acara Setelah Bulanan (tanda
Servis tangan KA UPTD)
Kendaraan,

dsb

13 | Mengarsip SPJ (Copy) SPJ dan 10 Arsip SPJ dan
Pemeliharaan Kendaraan dan Laporan Laporan
laporan keuangan pemakaian Keuangan Keuangan
anggaran Pemeliharaan pemakaian pemakaian
Kendaraan (yang sudah ditanda anggaran anggaran
tangani KA UPTD) Pemeliharaan Pemeliharaan

Kendaraan Kendaraan
Bulanan Bulanan (tanda
(tanda tangan tangan KA UPTD)
KA UPTD)

14 | Mengarsip SPJ (Asli) SPJ dan 10 Arsip SPJ dan
Pemeliharaan Kendaraan dan Laporan Laporan
laporan keuangan pemakaian Keuangan Keuangan
anggaran Pemeliharaan pemakaian pemakaian
Kendaraan (yang sudah ditanda - anggaran anggaran
tangani KA UPTD) - Pemeliharaan Pemeliharaan

Kendaraan Kendaraan
Bulanan Bulanan (tanda

(tanda tangan
KA UPTD)

tangan KA UPTD)




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN

PERIKAKAN

UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN SAMPAH

(PALS)

Nomer SOP | 896, 1/ %15
fangeal | 31 Januari 2022
;:;.‘E“’ 15 November 2022
Eﬁﬁf“’ 15 November 2022

CHsahkan
Oleh

NIP TR EMBE #0111 1 001

Mama SOP

Penimbangan Sampah
Terhadap Armada Sampah

DASAR HUKUM ;

KUALIFTKAST PELAKSANA :

Lo,

I

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tabuan 2012
tentang Pengelolaan Sampah Bumah Tengga
dan Sampah Sejenis Sampah RUmah Tanggs;
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
24 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah;
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun
2018 lentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerjs Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pengelola Air Limbah dan Sampah;

Peraturan Menteri Pendayvagunsan Aparatur
MNegarg dan Reformasi Birokrasi MNomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Brandar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahian;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatar
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 1258 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan  di  Lingkungan  Pemerintah
Habupaten Kebumen.

Peraturan Bupati Kebumen Nomer [ 24 Tahun
2031 ientang Eedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Linglungan Hidup, Kebautan dan
Perilanan;

Peraturan Bupatl Kebumen Nomor 34 Tabhun
2022 tentang Peta Proses Bilanis Pemerintah
Kebupaten Kebumen;

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Momor 050 / 0461, 11 | SK / 2022 tanggal 3
Pebrumari 2022 tentang Pembentukan Tim
Pemyuegun  Standar Operasionsl Prosedur
Adminietrasi Pemenntahan (S0P AP Hnas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perilanan
Kabupaten Kebumen; dan

F B N

Operator Aplikasi penimbangan
Mengetahui  pengoperazian  aplikasi
penimbangan.

Memberikan aba=ahafpetunjuk kepada
crew armada sampah,
Menimbang  volume /berat
beserta  sampahnys, saat
masuk TPA,

Menimbang  volume/berat  kosong
armada, saat armada keluar TPA

armada
armada




12. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 060/  Tahun 2022 tentang Peta Proses
Bisnis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen;
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pemuatan sampah 1. Set Komputer dan timbangan armada
2. Rute/Jadwal pengangkutan dengan Aplikasi Penimbangan,;
3. Manual Aplikasi Penimbangan Tanda/isyarat bagi crew armada;
4. Jadwal piket/tugas Alat tulis dan pengolah data;

cukwn

Jaringan listrik dan internet;
Speaker/ Layar/ Alarm; dan
CCTV.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilakukan sesuai petunjuk
volume/kapasitas sampah tidak terpantau/tidak
diketahui

Apabila tidak dilakukan, operasional pengolahan
dan evaluasi sulit dilakukan.

Apabila tidak dilakukan, upaya pencegahan
pencemaran sulit terukur.

. Dilakukan secara digital atau manual

(jika gangguan listrik) oleh Petugas TPA;
Dilakukan pencatatan berat armada
sampah saat kedatangan, dan
kepulangannya dari TPA;

Laporan harian/ bulanan penanganan
sampah yang diangkut oleh DLHKP dan
Pihak selainnya yang masuk ke TPA; dan

Laporan Akhir Tahun prosentase
penanganan sampah oleh  Dinas
Lingkungan Hidup Kelautan dan

Perikanan.




JUDUL SOP : PENIMBANGAN SAMPAH TERHADAP ARMADA SAMPAH

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Pengelola Subba Ka Subkoordinator Kepala | Kepal Wakt Ket
Timbangan | Pengawas g Pengelolaan cp pala Kelengkapan axtu Output
TU UPT | UPTD Bidang | Dinas (menit)
Sampah TPA Persampahan
Melakukan Absensi petugas
1 persiapan dan ( ) lapangan, 5 Daftar pekerjaan
mengisi absensi dan Pakaian dinas yang dijadwalkan
apel/briefing lapangan lengkap
Daftar pekerjaan Mengkondisikan
yang dijadwalkan, peralatan dengan barcode dan
Mengontrol v Komputer, printer, output data akurat |layar
2 |kelengkapan dan [:' kertas struk, pena, 10 terkait petunjuk/
latan koneksi internet, penimbangan alarm/
pera formula konversi sampah dan speaker
ke volume (Excel), pengukuran volume |dibutuhkan
CCTV sampah
Melakukan proses Data penimbangan
?;Zﬁill%r;il truck Mengkondisikan dan volume sampah
an masu1§ peralatan dengan masuk ke TPA yang
fner;gimban ’truck v output data akurat terdiri dari : Aplikasi
3 |yang kelua% |_—| terkait 600 1. Dinas LHKP Pelaporan
menimbang7barang penimbangan 2. Dinas secara online
ekonomis yang sampah dan Perindustrian dan |dibutuhkan
keluar. membuat pengukuran erdagangan
. . volume sampah 3. Dinas Pariwisata
rekapitulasi tonase 4. Swasta (Terdaftar)
dan volume sampah) )
Data penimbangan
dan volume
sampah masuk ke Penanganan
L giﬁ ?’ang terdiri Tonase dan Volume |[mandiri oleh
Membuat validasi 1 Diﬁas LHKP sampah Kabupaten |perusahaan,
4 |data atau 2' Dinas 30 Kebumen diluar Bank
mengesahkan data Périn dustrian dan penanganan sampah,
sampah mandiri TPS3R,
A 4 erdagangan warga, dll
3. Dinas Pariwisata ’
U D 4. Swasta
(Terdaftar)




Menghitung

prosentase cakupan Laporan
pelayanan sampah { 5 Tonase dan Prosentase
Kab. Kebumen Penanganan
A Volume sampah
(sudah sampah dan
Kabupaten
menambahkan data P . 600 Pengurangan
—>|_—I|~ Kebumen diluar
Pengurangan Sampah
2 penanganan
sampah dari Sistem sampah mandiri Kabupaten
Informasi P Kebumen semester
Persampahan 1 dan 2
Nasional (SIPN) )
Tidak Laporan
Prosentase Laporan Prosentase
Penanganan Penanganan
sampah dan sampah dan
Mengevaluasi laporan > Pengurangan 600 |Pengurangan
Sampah Sampah Kabupaten
Kabupaten Kebumen semester
Kebumen semester 1 dan 2 terverifikasi
1 dan 2
Ya Laporan
Prosentase
Laporan Prosentase
Penanganan Penanganan Data
sampah dan sam agh dan dibutuhkan
Penandatangan/ Pengurangan p untuk
30 Pengurangan
pengesahan laporan Sampah Pelaporan
Sampah Kabupaten .
Kabupaten LPPD setiap
Kebumen semester
Kebumen semester tahun
1 dan 2 Sah
1 dan 2

terverifikasi




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS LINGEUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN
PERIEANAN

UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN SAMPAH

(PASL}

Namor SOP | 896.1/ geay
Tanggal 31 Januari 2033
Pembuatan
Tanggal 15 November 2022
Revisi
Tanggal 15 Noavember 20232
Efekctif
Disahkan
Oleh
Yo N E S
Nama SOP Pengtll}]a.ﬂﬂmpah di Tempat
Pembuangan Akhir (TP4)

DCASAR HURUM ;

KUALIFIKASI PELAKSANA -

10.

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

Lalu Lintes dan Angkutan Jalan;

FPeraturan Menter Pekerjaan Umum Republik
Indoneaia Nomor O03/PrifM,/ 2013 Tentang
Penyelenggaraan  Praserana Dan  Sarana
Persampahan Dalam Penanganan Sampah
Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga:

Peraturon  Menteri  Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang
Penyclenggarman  Angkutan Barang dengan
Eendarnan Bermetor di Jalen:

Peraturan Daerah Kabupaten Eebumen Nomor
34 Tahun 2011 Tentang Pengelolasn Sampah;
Peraturan Menteri Pendayvagunasan Aparatur
Megarn dan Reformas| Blrokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Peryusunan
Standar Operasional Prosedur  Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Menteri Pendayagunman Aparator
Megara dam Reformasi Birokrasi MNomor 35
Tahun 2012 fentang Pedoman Peoyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahar;

Peraturan Bupati Kebumen Momor 128 Tahun
2013 tentang Pedoman Pemyusunan Standar
Dperasional Prosedur Administrasi
Pemerintashan di  Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Eebumen.;
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun
2021 tentang Eedudukan, Susunan

Orpanisasi, Tupgas Dan Fungsl, serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun
2022 tentang Peta Proses Bisniz Pemerintah
Kabupaten Kebumen;

Keputusan Kepala Dines Linglungan Hidup,
Eelautan dan Perikanan Kabupalen Kebumen
Nomaor OS50 / 0461/ I /) SK [ 2022 tanggal 3
Pebruari 2022 rentang Pembentuken Tim

1. Memliki Surul Tjin Mengemudi (SIM)
sesuai kendaraan  yang digunakan untuk
pengangkutan sampah;

2. Memilik: kemampuan mengoperasikan
dan memelihara alat berat;

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan
dan memelihara Kendaraan kKhusus (Arm
Roll);

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan
dan memelihara Dump Truck;

5. Memiliki kemampuan mengolah dan
melaporkan data; dan

6. Memiliki kemampuan mengoperasikan
dan memelihara alat timbang kendaraan,




11

Penyusun Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen; dan

. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 060/ Tahun 2022 tentang Peta Proses
Bisnis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengemudi | 1. ATK
angkut sampah 2. Alat Timbang

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) 3. Komputer/ PC
pengelolaan barang milik daerah 4. Alat perekam/ CCTV

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) S. Peralatan Kebersihan
pemeliharaan kendaraan operasional 6. Peralatan Keamanan

7. Perlengkapan K3
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Pemeliharaan kendaraan operasional UPTD 1. Laporan Harian Pengelola TPA (Petugas
merupakan lancarnya kegiatan yang ada di Penimbangan, Petugas Kemananan,
UPTD; dan Petugas Kebersihan);

2. Bila kendaraan tidak dipelihara maka 2. Laporan SPJ Pemeliharaan terkait TPA;
pelayanan kepada masyarakat terganggu. dan

3. Laporan Kepala UPTD Pengelolaan Air

Limbah dan Sampah (PALS).




JUDUL SOP : PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS Juru Pengolah [Penge-| Operator | Operator Petugas Petugas | Kepala S:’ bll(c})(ordl; Kepala Keleng- Waktu Output
Timbang Data mudi | Buldozer | Excavator | Kebersihan | Keamanan | UPTD |"@ g:dasga a! oPD kapan (Menit) utpu

1 |TPA menimbang berat Timbangan 5 Berat
kendaraan sebagai data awal Kendaraan Kendaraan
kendaraan dalam keadaan ( ) Berdasarkan
kosong Plat Mobil

2 |Mencatatat Plat kendaraan, Komputer dan 5 Daftar
Nama Driver, Instansi yang Buku Catatan Kendaraan
mengelola kendaraan, Foto Manual Yang
Kendaraan, berat kendaraan, membuang
jenis kendaraan (Armroll/ dump), L5 sampah ke
Volume bak, jumlah trip TPA
pembuangan sampah rata2
perhari membuang sampah ke
TPA

3 |Menimbang berat sampah yang Timbangan 10 Berat Sampah,
dibawa di penimbangan, secara Sampabh, Volume
otomatis muncul di layar monitor CCTV, Sampah,
data berat sampah, Volume Komputer, Massa Jenis
sampah, dan massa jenis Aplikasi/ Sampah
sampah berdasarkan Volume Perangkat
Bak kendaraan dan tambahan/ A 4 Lunak
peninggian di bak Kendaraan Program
(perkiraan berdasarkan Perhitungan
ketinggian flasi sesuai data sampah
pengamatan CCTV)

4 IMembuang sampah di titik yang Truck 10 Pemusatan
telah ditentukan (berdekatan Sampah/ Sampah Untuk
dengan Excavator dan Buldozer) > Truck Arm Mengurangi

Roll dan Bau dan
Sampah yang Kecepatan
siap dibuang Penanganan




5 | Mendorong/ mengumpulkan Buldozer, 10 Pemusatan
sampah sampah ke satu Sampah Sampah
tempat yang nantinya akan di Yang Untuk
urug dengan tanah urugan terkumpul di Mengurangi

satu titik Bau dan
Kecepatan
Penanganan
6 |Merapikan dan mengurai Excavator, 10 Pemusatan
sampah yang sudah Tumpukan Sampah Untuk
terpadatkan di bak truck dan Sampah yang Mengurangi
meratakan sampah untuk masih padat Bau dan
mempermudah pengurugan Kecepatan
Penanganan
7 |Petugas Kebersihan TPA Perlengkapan| 330 |[Kebersihan
membersihkan taman, kolam, dan Peralatan sarpras di
bangunan dan Sarpras di Kebersihan dalam TPA
wilayah TPA
8 |Petugas Keamananan menjaga Pos Jaga, 330 |Keamanan
keamanan terhadap aset-aset CCTV, daftar TPA
TPA Call center
darurat, Alat
Bela diri
ringan, Apar
9 |Pengolah data membuat laporan Komputer , 60 Laporan Hasil
harian/ bulanan hasil Kertas, Penimbangan
penimbangan serta data Printer TPA
pendukung kepada kepala UPTD
untuk di sahkan dan di bubuhi
tanda tangan dan di arsipkan di
kantor UPTD
10 |Menelaah laporan yang disertai Tidak Tidak dak|Laporan Hasil 30 |Perbaikan
data pendukung untuk kemudian Penimbangan Laporan
di tandatangani jika setuju, jika TPA Pengelolaan
tidak pengolah data memperbaiki TPA
laporan sesuai data yang /
dibutuhkan OPD Terkait) \
Ya Tidak dak




Ya

Tid

ak

Tidak

11 |Meneruskan laporan Perbaikan 10 Laporan
pengelolaan TPA ke OPD terkait E:l Laporan Pengelolaan
(Subkoordinator/ Kepala Bidang) Pengelolaan TPA ke atasan

TPA

12 |Menyelia laporan hasil Tidak Laporan 10 Laporan
pengelolaan TPA , jika setuju Pengelolaan Pengelolaan
membubuhi tanda tangan dan TPA TPA ke atasan
jika tidak maka pengolah data />
harus merubah/ menambah \
format data yang di butuhkan
OPD terkait

13 |Meneruskan laporan kepada Ya Laporan 10 Laporan
kepala OPD Pengelolaan Pengelolaan

E:l TPA TPA ke atasan

14 |Menyelia laporan dan Tidpk |Laporan 20 Dasar
menandatangani jika setuju dan Pengelolaan perhitungan
jika tidak setuju membubuhkan TPA Pelayanan
catatan perbaikan dan /> Sampah oleh
dikembalikan ke Subkoordinator/ N OPD Terkait
Kepala Bidang

15 |Menghitung data penimbangan Ya Dasar 120 |Prosentase
sampah untuk keperluan laporan perhitungan Cakupan
cakupan Pelayanan sampah Pelayanan Layanan
dinas Terkait/ Kabupaten/ Kota ( ) Sampah oleh Sampah OPD
dan untuk peningkatan fasilitas OPD Terkait Terkait/
pengelolaan TPA yang di Kabupaten/
perlukan. Kota




i}
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PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMERN

DINAS LINGEUNGAN HIDUF KELAUTAN DAN

PERIKANAN

UPTD PENGELOLAAN AlR LIMBAH DAN SAMPAH

(PALS]

Nomor SOF | 896.1) §Sg0

Tanggal | 31 Januari 2022
Pembuatan

Tanggal |15 November 2022

Revisi

Tanpgal L5 November 2022

Efektil

KEFALA DINAS LINGKUNGAN

Disahkan
Oleh

MNama S0P

DASAR HUKUM

EUALIFIEAS] PELAKSANA ;

10.

11.

Undang-Undang MNomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang
Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemenntab Momor 81 Tabhun 2012
t:ntﬂ.'l‘lu“ F’:hul:hﬂn.un Eﬂ.mpuh Rumaly Tu.nm
dan Sampah Sejenis Sampah RUmah Tangga;
Pernturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
34 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah;
Peraturan Bupat Kebumen Momer 52 Tahun
2018 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Busunan Organisasi, Tugas dan Pungsi Serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pengelola Air Limbah dan Sampah;

Peraturan Menteri Pendayvagunasn Aparatur
Megwra dan Reformasi Birckrasi Nomor 33
Tahun 2012 tenlang Pedoman Penyusunan
Standar Operssional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Menteri Pendayagunasn Aparatur
MNegara dan Reformasi Birckrasi MNomor 32
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Bupati Kebumen Nomaor 128 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Progedur Administrasi
Pemerintahan di  Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen.;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan
Orpanisasi, Tugss Dan Pungsi, serta Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun
2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintih
Kabupaten Kebumen;

Eeputusan Kepala Dinss Lingkungan Hidup,
Eelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomer D50 / 0461/ 11 f SK [/ 2022 tanggal 3
Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim
Penyusun Standar Operasional Progedur
Administras] Pemerintahan (S0P APF] Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen; dan

1. Mengetabul mekanisme pengurugan [/
penimbunan/ penutupan permukaan sel
terhadap sampah di TPA.

2. Mengetabhul  rutefjadwal  operasional
pengurugan sampah di TPA.
3. Mengetabui opcrasionl peralatan

pengurnagan sampah vang dipunakan di
TPA.




12.

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 060/  Tahun 2022 tentang Peta Proses
Bisnis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen;

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Operasional/manual alat berat

Alat berat;

1.
2. Jadwal/rute pengurugan/penimbunan 2. Tanah urugan;
sampah 3. Terpal penutup sampah; dan
4. Petunjuk arah/ tanda dan peringatan
keselamatan kerja.
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Apabila tidak dilakukan maka akan menjadi | 1.Petugas Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
tempat berkembang biaknya vektor dan hewan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup
pengganggu di TPA. Keluatan dan Perikanan;

2. Apabila tidak d1.1akukan, maka sampah akgn 2. UPTD Pengelolaan Air Limbah dan
menggunung tidak teratur dan potensial i .
berceceran. Sampah (PALS) pada Dinas Lingkungan

3. Apabila tidak dilakukan, maka komposisi / Hidup Kelautan dan Perikanan (DLHKP);
konstruksi timbunan sampah menjadi tidak dan
stabil. 3. Laporan SPJ Pelakasanaan pekerjaan
proses ﬁl'tra31 ll.ndl yang terbentuk. Lingkungan Hidup Kelautan dan

S. Apabila tidak dilakukan, maka gas (metan) yang

terbentuk tidak terkendali.

Perikanan.




JUDUL SOP : PENGURUGAN SAMPAH

Pelaksana Mutu Baku
N Uraian Kegiat Ket
© raian feglatan Operator Pengawas | Ka UPTD Kelengkapan Waktu Output ©
alat berat
Melakpkan persiapan dan Abse¥131 petugas lapangan, | Daftar pekerjaan yang
1 | mengisi absensi dan ( ) Pakain dinas standar S menit dii
. ijadwalkan
apel/briefing keselamatan
i\)/[ engontrol kelengkapan alat Daftar pekerjaan yang Perencanaan pekerjaan
erat dan dii -
. . ijadwalkan, Kelengkapan .. | sesuai jadwal dan
2 | komunikasi/informasi | | . S menit .
o1 peralatan pekerjaan memperhatikan
kepada petugas/personil lain enoUruean keselamatan
di tempat kerja/TPA pengurug
Melaquan proses Peerencanaan pekerjaan Tertimbun/ tersusunnya
operasional ( pemindahan, iadwal d h fii
enimbunan sampah | sesuai jadwal dan _ sampah secara efisien,
3 penutu an denoan u1:u an |::| memperhatikan 3-4 jam | efektif dan aman (tidak
P b ene & keselamatan, Alat berat, mengganggu lingkungan
tanah, sesuai dengan sel . . .
. . Alat komunikasi, Tanda sekitar)
yang aktif / ditetapkan)
Tert1ml}31un/ tersusgnnya Informasi terkait proses
Memberikan laporan kepada sampah secara eﬁs.l en, .. | penimbunan/ pengurugan
5 . efektif dan aman (tidak S menit
kepala UPTD Persampahan r|| | . sampah yang terprogram
mengganggu lingkungan
. dan teratur
sekitar), Format laporan
Pelaporan kegiatan Perbaikan pengelolaan
- | pengurugan sampah di Bahan laporan, data dan 30 TPA, Bahan masukan
Tempat Pembuangan Akhir q ) | gambar kerja menit | Rencana Pembangunan
(TPA) Sampah Peningkatan Fasilitas TPA




SOP

BIDANG

PERIKANAN
TANGKAP
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15 Nmremher qmn

| Nomor SOP 206 1) SSan
P | Tanggal Pembuatan | 31 Januari 2032
. B | Tanggal Revisi
Tanggal Efektil
Disshlean Oleh
PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN
DINAS LINGEKUNGAN HIDUP,
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Judul SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS] PELAKSANA_

I

10.

L1

11.

13.

15.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Sistem Penyuluhan Pertanien, Perikanan, dan
Kehutanan,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudidaya lkan, dan Petambak Garam;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor !
Kep. 14/Men/2012 tentang Pedoman Umum
Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan
Pelaku Utama Perikanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinasn dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraruran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
SPIP,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 20132
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur.

Peraturan Daerah Eabupaten Kebumen Nomor 15
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan
Ikan.

Peraturan Daerab Hebupaten Kebumen Nomor 20
Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Tkan
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 79 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata HKerja Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen.

Peratiran Menteri Pendeyvagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Momor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Progedur Administrasi Pemerintaha!

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahurn 2013
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Progedur Administragi Pemerintohan di Linglaangan
Pemerintah Kabupaten Kebuarmen.;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, serta Tata Kerjs Dines Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan:

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022
tentang Peta Proges Bisnis Pemerintah Kabupaten
Kebumen;

 Keputusan  Kepalsa Dinas  Lingkungan  Hidup,

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Nomor
050 / D461/ 11 f BK / 2022 tanggal 3 Pebruan 2022
tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
[BFOP AP) Dinas Linghkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen; dan

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan
dan Perikenan Kabupaten Kebumen MNomor 060/
Tahun 2022 tentang Peta Proses

l. Memiliki kemampuan lelang ikan;

2. Memiliki kemampuan;
mengeperasikan computer,

3. Mengetahul nama dan jenis ikan;
dan

4. Mengetahui perkembangan hargs
ikan.




KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

1.
2. SOP setoran retribusi

SOP permintaan barang

PN W

Laptop / Notebook;

Printer;

ATK;

Cetakan;

Timbangan,;

Kalkulator;

Keranjang; dan

CCTV Pengawas Pelaksanaan
Lelang.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan tidak terlaksana maka akan
mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan lelang
dan tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu (risiko
keterlambatan proses);

Apabila dalam penyelenggaraan pelelangan kurang
tertib, akan perakibat pelelangan tidak berjalan
dengan baik (risiko penghitungan hasil produksi tidak
valid);

Jika pengawasan keamanan di TPl kurang, dapat
menimbulkan kecurangan atau kerugian bagi TPI.

. Papan pencatatan hasil lelang di

TPI,;

. Laporan Kepala TPI ke Bidang

Perikanan Tangkap di Dinas; dan

. Laporan Tahunan Produksi

Perikanan Tangkap melalui TPI.




JUDUL SOP : PELELANGAN IKAN DI TPI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS JURU JURU BAKUL/PE KET
NELAYAN TIMBANG LELANG SERTA KASIR NELAYAN | KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
LELANG
1 | Membawa hasil tangkapan ke TPI ikan yang 5 menit | siap untuk
dan melilah-milah berdasarkan sudah ditimbang
kesamaan jenis tangkapan ( ) dikelompokkan
perjenis ikan
2 | Menimbang sesuai perjenis ikan \ 4 Timbangan dan | 5 Menit | karcis
dan selanjutnya diberikan karcis karcis timbang
timbang
3 | Menempatkan ikan di tempat keranjang/ alat | 5 Menit | ikan
pelelangan ikan untuk di R angkut ikan ditempat
laksanakan proses pelelangan 7 proses
oleh juru lelang pelelangan
4 | Melakukakan lelang dengan N bulpoin dan 5 menit | karcis
penawaran tertinggi ditetapkan karcis lelang pemenang
sebagai pemenang lelang oleh juru lelang
lelang dan diberi karcis lelang
5 | Mengambil ikan hasil pelelangan karcis bukti 5 menit | bukti
setelah membayar secara tunai pemenang pembayaran
harga lelang dan retribusi TPI v lelang ikan dan
sebesar 0,75% dari harga lelang di retribusi
loket dengan menunjukkan karcis
lelang
6 | Membayar hasil pelelangan ikan karcis timbang | 5 menit | bukti
kepada nelayan dengan bukti v dan karcis pembayaran
karcis timbang dan karcis leleng Q lelang ikan dan
dari nelayan, pembayaran retribusi
dikurangi biaya retribusi TPI
sebesar 1,1%




PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nomor SOP | 896.1/ B3|
Tanggal 31 Januari 2022
Pembuatan
Tanggal 15 November 2022
Revisi
Tanggal 15 November 2022
Efektif
KEPALA DINAS LINGKUNGAN
Disahkan
Oleh
a Lalpdl Muda
(3459311 1 001
Judul SOP Pelayanan Surat Tanda

Daftar Kelompok {STDK)

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS] PELAKSANA

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan,
Pembudidava Ikan, dan Petambak
Garam;

. Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor : Kep.
14/Men /2012 tentang Pedoman
Umum Penumbuhan dan

Pengembangan Kelembagaan Pelaku
Utama Perikanan;

. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor : 43/Permen -
KP/2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prozedur di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman  Penyusunan
Standar  Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor
128 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen.,

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor
124 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,

I. Memiliki pemahaman tentang tatacara
pembentukan Kelompok Pembudidaya
Tkan (Pokdakan);

2. Memiliki

pemahaman

tentang

penerbitan atau pembaharuan Surat
Tanda Daftar Kelompok [STDK);

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan
komputer dan memahami
administrasi perkantoran;

4. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan
di bidang budidaya ikan; dan

5. Memuliki

Pengetahuan

pelavanan publik,

tentang

tentang




Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan
dan Perikanan;

8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor
34 Tahun 2022 tentang Peta Proses

Bisnis Pemerintah Kabupaten
Kebumen;
9. Keputusan Kepala Dinas

Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 050 / 0461/ II / SK / 2022
tanggal 3 Pebruari 2022 tentang
Pembentukan Tim Penyusun
Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (SOP AP)
Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan
dan Perikanan Kabupaten
Kebumen; dan
10. Keputusan Kepala
Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 060/ Tahun 2022 tentang
Peta Proses Bisnis Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen.

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. Standar Operasional Prosedur | 1. Komputer /Laptop;
Pelayanan Tanda Daftar | 2. Printer;
Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) 3. Koneksi Internet; dan
4. ATK.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Pelaksanaan waktu aktivitas SOP | 1. Aplikasi Penginputan Surat Tanda
dipersepsikan per item aktivitas Daftar Kelompok (STDK);
dalam keadaan normal; 2. Buku register/ agenda pendaftaran
2. Kelengkapan administrasi Surat Tanda Daftar Kelompok;
pemohon harus lengkap; 3. Elektronik/ Komputer
a. 4. Data milik Bidang Perikanan Budidaya,
3. Apabil Pembudidaya lkan belum Bidang Perikanan Tangkap Dinas
mempunyai Surat Tanda Daftar Lingkungan Hidup Kelautan dan
Kelompok (STDK), maka belum Perikanan Kabupaten Kebumen; dan
bisa mendapatkan fasilitasi dari | 5. Data milik Petugas Penyuluh

pemerintah secara optimal.

Perikanan Tingkat Kecamatan.




JUDUL SOP : PELAYANAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR KELOMPOK (STDK)

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Pemohon |Agendaris| Verifikator |Verifika| Petugas |Validator Kepala Kelengkapan Waktu Output
(KUB, Pelayanan| Administra tor Entry Dinas
Poklahsar, si Teknis |Pelayanan
Kugar,
Pokdakan)

1 | Pemohon mengajukan Lembar Permohonan, 30 Berkas
berkas Permohonan Berita Acara menit | Permohonan
Penerbitan/ Perubahan/ Pembentukan/Reorg
Penggantian Surat C) anisasi, Daftar
Tanda Daftar Kelompok Sarana Prasarana,

Pelaku Usaha Perikanan Surat Pengukuhan
Kepala Desa,
AD/ART, Fotokopi
KTP Pengurus dan
Anggota

2 | Agendaris Berkas Permohonan 15 Berkas
mengagendakan Tidak Tidak menit | Permohonan
berkas masuk ;::

Permohonan
dari Pemohon

3 | Verifikator Administrasi Berkas Permohonan 3 jam | Berkas
melakukan pengecekan dan Lembar Permohonan
terhadap kelengkapan Ya R / Verifikasi yang telah
administratif berkas '\ terverifikasi
permohonan administrasi

4 | Verifikator Teknis Ya Berkas Permohonan 1 hari | Berkas
melakukan dan Lembar Permohonan
penilaian kelayakan Verifikasi yang telah
persyaratan > > terverifikasi
permohonan secara teknis
teknis

S | Petugas Entry Ya Berkas Permohonan 1 jam | Print Out
melakukan dan Lembar Surat Tanda
entry data permohonan A ; ‘ Verifikasi Daftar
ke Kelompok

A

Aplikasi Simusper dan
mencetak Surat Tanda
Daftar Kelompok (STDK)




Validator melakukan Ya Berkas Permohonan, | 2 jam | Print Out
validasi Lembar Verifikasi, Surat Tanda
Surat Tanda Daftar K dan Daftar
Kelompok (STDK) Q Print Out Surat Kelompok

Tanda yang

Daftar Kelompok tervalidasi
Kepala Dinas Surat Tanda Daftar 2 jam | Surat Tanda
menandatangai Kelompok telah Daftar
Surat Tanda Daftar > tertandatangani Kelompok
Kelompok (STDK

(STDK)




Tidak Lengkap

LAMPIRAN 1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PROSES PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR KELOMPOK (STDK)

o

PEMOHON

PETUGAS
PELAYANAN

VERIFIKATOR

ADMINISTRASI
DAN TFKNIS

ENTRY DATA KE
APLIKASI
SIMUSPER

Cetak Dokumen

C STDK TERBIT )

ﬁersvaratan Dokumen : \

1. Penerbitan STDK

a. Permohonan

b. Berita Acara Pembentukan
Kelompok Pelaku Usaha
Perikanan dan lampirannya

c. Fotokopi AD/ART
Fotokopi Surat Pengukuhan
Kelembagaan Kelompok
Perikanan yang disahkan
Kepala Desa/ Lurah

e. Fotokopi KTP Pengurus dan
Anggota Kelompok

2. Perubahan STDK

a. Permohonan

b. STDK Penerbitan Asli
Berita Acara Reorganisasi
Kelompok Pelaku Usaha
Perikanan dan lampirannya
Fotokopi AD/ART
Fotokopi Surat Pengukuhan
Kelembagaan Kelompok
Perikanan yang disahkan
Kepala Desa/ Lurah

f. Fotokopi KTP Pengurus dan
Anggota Kelompok

3. Penggantian STDK

a. Fotokopi Berita Acara
Pembentukan Kelompok
Pelaku Usaha Perikanan

b. Fotokopi AD/ART
Fotokopi Surat Pengukuhan
Kelembagaan Kelompok
Perikanan yang disahkan
Kepala Desa/ Lurah

d. STDK asli yang telah rusak/
\ Surat Kehilangan /

/

Layanan dikhususkan untuk Kelompok Pelaku Usaha Perikanan \

KUB ( Kelompok Usaha Bersama )
Pokdakan ( Kelompok Pembudidaya Ikan )
Poklahsar ( Kelompok Pengolah dan Pemasar lkan )
Kugar ( Kelompok Usaha Garam Rakyat )
Pokmaswas ( Kelompok Masyarakat Pengawas ) /
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KELAUTAN DAN FERIKANAN

Judul SOP

Pelayanan—TocE
Tertentu (Perikanan Tanghkap)

DASAR HUKUM

KRUALIFTKAS]I PELAKSANA

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyvak dan Gas Bumi;

. Undang-Undeng Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan;

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016  tentang
Perlindungan dan Pemberdayasn  Nelayvan,
Pembudidayva Tkan, dan Petambak Garam;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69
tahun 2021 tentang Perubshan Kedus Atas
Peraturan Presiden Nomor [91 Tehun 2014
Tentang Penvediaan, Pendistribusian, Dan Harga
Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013
tentang Harga Jual Eceran Jenis Tertentu untuk
Eonsumen Pengguna  Tertentu, scbagaimana
telzh diubah dengan Peraturan Mepteri ESDM
Nomor 6 Tahun 2014;

. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyvak dan Gas
Bumi Momor 5 Tahun 2012 tentang Pedomsan
Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kere
Perangkat Dasrah untuk Pembelian Bahan Bakar
Minyak Jenis Tertenfu;

. Surat edaran Bupati Eebumen Nomor
S40/2473/2016 tentang Pedoman Penerbitan
Rekomendasi BBM Tertentiu di Kab. Kebumen;

. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;
Peraturan Bupeti Kebumen Nomor 128 Tahun

10
2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
11, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tal'n.m
2021 tentang Kedudiken, Susunan LELR
Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerga Dmn
Lingkungan Hidup, Eelautan dan Perikanan;
Peraturan Bupati Kebumen Nomer 34 Tahun
2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah
Kabupaten Kebumen;

Keputusan Eepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kebupaten Kebumen
Nomor 050 / 0461/ [1 f SK / 2022 tanggal 3

12.

13.

L. Memiliki permaharman tentang
tatacars penerbitan atau
perpanjangan rekomendazi Bahan

Bakar Minvak [BBM) Jeniz Tertentu
bagi pelakyu usaha perikanan tangkap;
2.. Memilild kemampiiam
mengoperasikan komputer dan
memahami  ftenling admindstrasi
perkantoran;
3. Memiliki pengetahuan dibidang

perikanan tangkap; dan
4. Memiliki pengetahuan dalam

pelayanan publik.




Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim
Penyusun  Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen; dan

14.Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 060/ Tahun 2022 tentang Peta Proses
Bisnis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen.

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

SOP yang terkait dengan SOP Penanganan
Rekomendasi BBM untuk Nelayan; dan
Buku Surat Masuk dan Keluar Pelayanan

PO =

Komputer;
Printer;

Koneksi Internet; dan
ATK.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan tidak terlaksana maka akan
mengakibatkan menghambat pembelian BBM untuk
nelayan di lapangan; dan

Jika nelayan kecil tidak mendapatkan rekomendasi
BBM bersubsidi maka akan meningkatkan biaya

operasional penangkapan ikan.

. Panitia Tingkat Kabupaten Kebumen;

Kelompok Jabatan Fungsional
Tertentu (Penyuluh Perikanan
Kecamatan setempat); dan

Aplikasi Simusper.




JUDUL SOP : PELAYANAN REKOMENDASI BBM JENIS TERTENTU (PERIKANAN TANGKAP)

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Pemohon | Agendaris Verifikator |[Petugas Entry|Validator| Kepala Kelengkapan Waktu Output
(KUB) Pelayanan | Administrasi| Pelayanan Dinas
1 | Pemohon mengajukan Lembar Permohonan, 30 Berkas
berkas Permohonan Penerbitan/ ( _): Data Kebutuhan, menit Permohonan
Perpanjangan Fotokopi TDKP/Pas Kecil/ Pas
Rekomendasi BBM Besar,
Jenis Tertentu Fotokopi KTP
Pemilik Kapal, Data Pembelian BBM
sebelumnya jika permohonan
Tidpk Tidak perpanjangan
2 | Agendaris mengagendakan Berkas Permohonan 15 Berkas
berkas masuk Permohonan > menit | Permohonan
dari Pemohon
3 | Verifikator Berkas Permohonan 3 jam Berkas
melakukan pengecekan dan Lembar Verifikasi Permohonan
terhadap kelengkapan > > yang telah
persyaratan berkas terverifikasi
permohonan administrasi
5 | Petugas Entry melakukan Berkas Permohonan 1jam Print Out Surat
entry data permohonan ke dan Lembar Verifikasi Rekomendasi
Aplikasi Simusper dan mencetak Ya R J Pembelian BBM
Surat " N Jenis Tertentu
Rekomendasi BBM
Jenis Tertentu
6 | Validator melakukan validasi Berkas Permohonan, 2 jam Print Out Surat
Surat Rekomendasi BBM Jenis Lembar Verifikasi, dan Print Out Rekomendasi
Tertentu > Surat Rekomendasi BBM Jenis Pembelian BBM
Tertentu Jenis Tertentu
yang tervalidasi
7 | Kepala Dinas menandatangai Surat Rekomendasi Pembelian BBM 2 jam Surat
Surat Rekomendasi Jenis Tertentu tertandatangani Rekomendasi
BBM Jenis Tertentu Ya Pembelian BBM
Jenis Tertentu




SOP

BIDANG

PERIKANAN
BUDIDAYA




PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nomor SOP | 896.1/ B3|
Tanggal 31 Januari 2022
Pembuatan
Tanggal 15 November 2022
Revisi
Tanggal 15 November 2022
Efektif
KEPALA DINAS LINGKUNGAN
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DASAR HUKUM

KUALIFIKAS] PELAKSANA

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan,
Pembudidava Ikan, dan Petambak
Garam;

. Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor : Kep.
14/Men /2012 tentang Pedoman
Umum Penumbuhan dan

Pengembangan Kelembagaan Pelaku
Utama Perikanan;

. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor : 43/Permen -
KP/2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prozedur di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman  Penyusunan
Standar  Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor
128 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen.,

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor
124 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,

I. Memiliki pemahaman tentang tatacara
pembentukan Kelompok Pembudidaya
Tkan (Pokdakan);

2. Memiliki

pemahaman

tentang

penerbitan atau pembaharuan Surat
Tanda Daftar Kelompok [STDK);

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan
komputer dan memahami
administrasi perkantoran;

4. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan
di bidang budidaya ikan; dan

5. Memuliki

Pengetahuan

pelavanan publik,

tentang

tentang




Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan
dan Perikanan;

8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor
34 Tahun 2022 tentang Peta Proses

Bisnis Pemerintah Kabupaten
Kebumen;
9. Keputusan Kepala Dinas

Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 050 / 0461/ II / SK / 2022
tanggal 3 Pebruari 2022 tentang
Pembentukan Tim Penyusun
Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (SOP AP)
Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan
dan Perikanan Kabupaten
Kebumen; dan
10. Keputusan Kepala
Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 060/ Tahun 2022 tentang
Peta Proses Bisnis Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen.

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. Standar Operasional Prosedur | 1. Komputer /Laptop;
Pelayanan Tanda Daftar | 2. Printer;
Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) 3. Koneksi Internet; dan
4. ATK.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Pelaksanaan waktu aktivitas SOP | 1. Aplikasi Penginputan Surat Tanda
dipersepsikan per item aktivitas Daftar Kelompok (STDK);
dalam keadaan normal; 2. Buku register/ agenda pendaftaran
2. Kelengkapan administrasi Surat Tanda Daftar Kelompok;
pemohon harus lengkap; 3. Elektronik/ Komputer
a. 4. Data milik Bidang Perikanan Budidaya,
3. Apabil Pembudidaya lkan belum Bidang Perikanan Tangkap Dinas
mempunyai Surat Tanda Daftar Lingkungan Hidup Kelautan dan
Kelompok (STDK), maka belum Perikanan Kabupaten Kebumen; dan
bisa mendapatkan fasilitasi dari | 5. Data milik Petugas Penyuluh

pemerintah secara optimal.

Perikanan Tingkat Kecamatan.




JUDUL SOP : PELAYANAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR KELOMPOK (STDK)

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Pemohon |Agendaris| Verifikator |Verifika| Petugas |Validator Kepala Kelengkapan Waktu Output
(KUB, Pelayanan| Administra tor Entry Dinas
Poklahsar, si Teknis |Pelayanan
Kugar,
Pokdakan)

1 | Pemohon mengajukan Lembar Permohonan, 30 Berkas
berkas Permohonan Berita Acara menit | Permohonan
Penerbitan/ Perubahan/ Pembentukan/Reorg
Penggantian Surat C) anisasi, Daftar
Tanda Daftar Kelompok Sarana Prasarana,

Pelaku Usaha Perikanan Surat Pengukuhan
Kepala Desa,
AD/ART, Fotokopi
KTP Pengurus dan
Anggota

2 | Agendaris Berkas Permohonan 15 Berkas
mengagendakan Tidak Tidak menit | Permohonan
berkas masuk ;::

Permohonan
dari Pemohon

3 | Verifikator Administrasi Berkas Permohonan 3 jam | Berkas
melakukan pengecekan dan Lembar Permohonan
terhadap kelengkapan Ya R / Verifikasi yang telah
administratif berkas '\ terverifikasi
permohonan administrasi

4 | Verifikator Teknis Ya Berkas Permohonan 1 hari | Berkas
melakukan dan Lembar Permohonan
penilaian kelayakan Verifikasi yang telah
persyaratan > > terverifikasi
permohonan secara teknis
teknis

S | Petugas Entry Ya Berkas Permohonan 1 jam | Print Out
melakukan dan Lembar Surat Tanda
entry data permohonan A ; ‘ Verifikasi Daftar
ke Kelompok

A

Aplikasi Simusper dan
mencetak Surat Tanda
Daftar Kelompok (STDK)




Validator melakukan Ya Berkas Permohonan, | 2 jam | Print Out
validasi Lembar Verifikasi, Surat Tanda
Surat Tanda Daftar K dan Daftar
Kelompok (STDK) Q Print Out Surat Kelompok

Tanda yang

Daftar Kelompok tervalidasi
Kepala Dinas Surat Tanda Daftar 2 jam | Surat Tanda
menandatangai Kelompok telah Daftar
Surat Tanda Daftar > tertandatangani Kelompok
Kelompok (STDK

(STDK)




Tidak Lengkap

LAMPIRAN 1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PROSES PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR KELOMPOK (STDK)

o

PEMOHON

PETUGAS
PELAYANAN

VERIFIKATOR

ADMINISTRASI
DAN TFKNIS

ENTRY DATA KE
APLIKASI
SIMUSPER

Cetak Dokumen

C STDK TERBIT )

ﬁersvaratan Dokumen : \

1. Penerbitan STDK

a. Permohonan

b. Berita Acara Pembentukan
Kelompok Pelaku Usaha
Perikanan dan lampirannya

c. Fotokopi AD/ART
Fotokopi Surat Pengukuhan
Kelembagaan Kelompok
Perikanan yang disahkan
Kepala Desa/ Lurah

e. Fotokopi KTP Pengurus dan
Anggota Kelompok

2. Perubahan STDK

a. Permohonan

b. STDK Penerbitan Asli
Berita Acara Reorganisasi
Kelompok Pelaku Usaha
Perikanan dan lampirannya
Fotokopi AD/ART
Fotokopi Surat Pengukuhan
Kelembagaan Kelompok
Perikanan yang disahkan
Kepala Desa/ Lurah

f. Fotokopi KTP Pengurus dan
Anggota Kelompok

3. Penggantian STDK

a. Fotokopi Berita Acara
Pembentukan Kelompok
Pelaku Usaha Perikanan

b. Fotokopi AD/ART
Fotokopi Surat Pengukuhan
Kelembagaan Kelompok
Perikanan yang disahkan
Kepala Desa/ Lurah

d. STDK asli yang telah rusak/
\ Surat Kehilangan /

/

Layanan dikhususkan untuk Kelompok Pelaku Usaha Perikanan \

KUB ( Kelompok Usaha Bersama )
Pokdakan ( Kelompok Pembudidaya Ikan )
Poklahsar ( Kelompok Pengolah dan Pemasar lkan )
Kugar ( Kelompok Usaha Garam Rakyat )
Pokmaswas ( Kelompok Masyarakat Pengawas ) /
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PEMERINTAH KABUPATEN KEEUMEN
DINAS LINGEKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN Disahkan
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DASAR HUKUM KUALIFIKAS] PELAKSANA

10,

11.

12,

E—

Undeng-undang Nomor 232 Tahun 2001
tentang Minyvak dan Gas Bumi;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Sistem Penyuluban Perianian, Perikanan, dan
Kehutanan;

Undang-undang Nomor 23 Tashun 2014
tentang Pemerintah Dasrah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan  Pemberdayaan Nelavan,
Pembudidaya [kan, dan Pelambak Garam;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Momor
69 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 19] Tahun 2014
Tentang Penyediasan, Pendistribusian, Dan
Harga Jual Eceran Baban Bakar Minyak;
Peraturan Menteri ESDM Momor 18 Tahun
2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis
Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu,
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mentert ESDM Mamor 6 Tahun 2014,

Poratuirun Badarn l’-unguru:- Halir H:in.]_.luk don
Gas Bumi Memor 5 Tehun 2012 tentang
Pedomann  Penerbitan  Surat  Rekomendasi
Saman Kerja Perongkeat Daerah untuk
Pembelian Bahan Bakar Minvale Jenis
Tertentu;

Burat edaramn Bupati Kebumen Nomor
540,/2473/2016 tentang Pedoman FPenerbitan
Relkomendasgi BEM Tertentu di Kab. Kebumen;
Peruturan Menterd Pendayagunaan Aparatur
MWegara dan Eeformaszsi Birekrasi Nomoe 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Btandar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan i Lingungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen.;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun
2021 tentang Eedudukan, SUBUNAn
Orpganigasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun
2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah
Kabupaten Kebumen;

1. Memiliki pemahaman tentang talacara
penerbitan atau perpanjangan
rekomeridasi Bahan Bakar Minyak
[BEM) Jenis Tertentu bagi pelaku usaba
perikanan budidaya;

. Memiliki kemampusn mengoperasikan
komputer dan memahami tentang
administrasi perkantoran; dan

. Berpengalaman perihal pelayanan
publik.




13.

14.

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 050 / 0461/ II / SK / 2022 tanggal 3
Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim
Penyusun Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen; dan

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 060/ Tahun 2022 tentang Peta Proses
Bisnis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen.

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Piagam 1. Komputer /Laptop;
Pengukuhan Kelas Kelompok Pembudidaya Ikan 2. Printer;
dan 3. Koneksi Internet; dan
2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Tanda 4. ATK.
Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Berbasis
Online Single Submission (OSS).
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal 1. Panitia Tingkat Kabupaten Kebumen;
2. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item 2.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
kegiatan (Penyuluh Perikanan Kecamatan
3. Biaya APBD Kab. Kebumen Tahun 2022 setempat); dan
4. Apabila tidak diterbitkan pelayanan 3.Laporan Kepala Bidang Perikanan

rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis
tertentu bagi pelaku usaha perikanan
budidaya, maka para pelaku usaha perikanan
budidaya akan kesulitan mendapatkan Bahan
Bakar Minyak (BBM) akan meningkatkan biaya
operasional karena harus membeli BBM tanpa
subsidi

Budidaya.




JUDUL SOP : PELAYANAN REKOMENDASI BBM JENIS TERTENTU (PERIKANAN BUDIDAYA)

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket.
Pemohon |Agendaris| Verifikator | Petugas |(Validator|Kepala Kelengkapan Waktu Output
(POKDAKAN)|Pelayanan|Administrasi|  Entry Dinas
Pelayanan
1 | Pemohon mengajukan Lembar Permohonan, 30 menit | Berkas Permohonan
berkas Permohonan Data Kebutuhan,
Penerbitan/ Perpanjangan Fotokopi TDKP/Pas Kecil/ Pas
Rekomendasi BBM ( ) Besar,
Jenis Tertentu Fotokopi KTP
Pemilik Kapal, Data Pembelian
BBM sebelumnya jika
Tidak permohonan perpanjangan
2 | Agendaris mengagendakan Berkas Permohonan 15 menit | Berkas Permohonan
berkas masuk Permohonan
dari Pemohon Tidpk
3 | Verifikator Berkas Permohonan 3 jam Berkas Permohonan
melakukan pengecekan dan Lembar Verifikasi yang telah terverifikasi
terhadap kelengkapan :<> administrasi
persyaratan berkas
permohonan
5 | Petugas Entry melakukan Berkas Permohonan 1jam Print Out Surat
entry data permohonan ke dan Lembar Verifikasi Rekomendasi Pembelian
Aplikasi Simusper dan BBM Jenis Tertentu
Tidak
mencetak Surat Ya
Rekomendasi BBM
Jenis Tertentu
6 | Validator melakukan Berkas Permohonan, 2 jam Print Out Surat
validasi Surat Rekomendasi e Lembar Verifikasi, dan Print Rekomendasi Pembelian
BBM Jenis Tertentu \> Out Surat Rekomendasi BBM BBM Jenis Tertentu yang
Jenis Tertentu tervalidasi
7 | Kepala Dinas Surat Rekomendasi Pembelian 2 jam Surat Rekomendasi
menandatangai BBM Jenis Tertentu Pembelian BBM Jenis
Surat Rekomendasi Ya tertandatangani Tertentu

BBM Jenis Tertentu

) 4
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1.

1T.

. Undang-Undang Momor 16 Tahun 2006

tentang Sistem  Penyuluban Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan,

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudidava  lkan, dan
Petambalk Garam;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor : Kep. [4/Menf2012 eEntang
Pedoman Umum Penumbuhan dan
Pengembangan  Kelembagaan  Pelaku
Utama Perikanan;

Peraturan Menler] Kelautan dan Perikanan
Nomor : 43 /Permen -KP/2015 teniang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perkanan;

. Peraturan Menteri Pendayagunman

Aparatur Negara dan Reformaszi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar COperasional
Prosedur Administrasi Pemerinlaboan;
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor  49/FPermen-RP/2014 lentang
Usaha Fembudidayaan [kan;

Peraturan BEKPM Nomor 3 Tehun
202! tentang Sistem Perizinan Berusaha
Berbasiz Risiko Terimtegrasi  secara
Elekrronik;

Peraturan BEPM Nomor <4 2 Tahun
2021 tentang Pedoman dan Tata Cars
Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
Perataran BEPM Moo 5 Tahun
2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
Riaiko:

Peraturan Bupsti Kebumen MNomor 128
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Progedur
Adwministrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen.;
Peraturan Bupati Kebumen Nemor 124
Tahun 2021 tentang Kedudulkan, Sugunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Linglkungan Hidup, Kelauatan
dan Perikanan;

1. Memilikd pengetahuan fentang tatacara
Penerbitan Tanda Daftar Pembudidaya [kan Kecil
Berbasis Online Single Submission (055);

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
dan memahami proses penginputan data pada
Sistem Online Single Submission (DS8); dan

3. Memililkd pengetahuan dan ketrampilan di bidang
budidaya ikan.




12.

13.

14.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34
Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis
Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kebumen Nomor 050 / 0461/ II / SK /
2022 tanggal 3 Pebruari 2022 tentang
Pembentukan Tim Penyusun Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP) Dinas Lingkungan
Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kebumen; dan

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Kebumen Nomor 060/ Tahun 2022
tentang Peta Proses Bisnis Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen.
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pelayanan Surat Tanda Daftar Kelompok
(STDK)

1.Komputer /Laptop; (2.) Hardisk External;

(3.
(6.

) Scanner; (4.) Printer; (5.) Koneksi Internet;
) HP Android; dan (7.) ATK.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

. Pelaksanaan waktu aktivitas SOP

dipersepsikan per item aktivitas dalam
keadaan normal; dan

Pembudidaya Ikan Kecil belum terdaftar
dalam Tanda Daftar Pembudidaya Ikan
Kecil (TDPIK) Berbasis Online Single
Submission (OSS), maka belum bisa
mendapatkan fasilitasi dari pemerintah
secara optimal.

. Buku register/ agenda pengajuan Tanda Daftar

Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Berbasis Online
Single Submission (OSS);

. Aplikasi Online Single Submission (OSS);

Elektronik/ Komputer;

. Data milik Bidang Perikanan Budidaya, Dinas

Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen; dan

. Data milik Petugas Penyuluh Perikanan Tingkat

Kecamatan.




JUDUL SOP : PELAYANAN TANDA DAFTAR PEMBUDIDAYA IKAN KECIL (TDPIK) BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

PELAKASANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PENYULUH/ | PETUGAS | KEPALA BIDANG KEPALA Ket
PEMOHON | PELAYANAN | ‘oRKANAN | pivagpukp | KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 6 7 8 9 10 10
Mengajukan surat
1 permohonan atau mengisi < > Surat/ Fromulir 10 Formulir pengajuan
" | formulir permohonan permohonan menit | sudah sesuai
pendaftaran OSS
Formulir Pengajuan
Meneruskan surat . . .
Formulir pengajuan 10 sudah diruang
2. | permohonan ke Kepala - . . .
- . sudah sesuai menit | Kepala Bidang
Bidang terkait :
Terkait
Formulir Pengajuan Formulir pengajuan
3 Menyelia dan memberi > sudah diruang 1 hari sudah di paraf
" | paraf Kepala Bidang kepala Bidang
Terkait Terkait
Menyelia dan Formulir pengajuan Formulir pengajuan
4 Menandatangani surat sudah di paraf sudah di Tanda
" | permohonan pendaftaran - kepala Bidang Tangani Kepala
0SS Terkait Dinas Terkait
1. Surat Permohonan
Melengkapi Berkas (beserta lampiran
Pengajuan Penerbitan keterangan usaha)
Tanda Daftar y 2. Fotokopi KTP
5 Pembudidaya Ikan Kecil - Pemohon 1 hari Data untuk input ke
" | (TDPIK) dan Berkas untuk 3. Fotokopi KK aplikasi OSS
keperluan input data ke Tidak Pemohon
sistem Online Single 4. Email Aktif
Submission (OSS) Pemohon
Menyeha berkgs untuk ><> Data untuk input ke 10 Da‘ga uptuk input ke
6. | input Online Single aplikasi OSS menit aplikasi OSS sudah
Submission (OSS) Lengkap P lengkap
Y
Mengu"lput. dgta pemohpn Da‘ga ugtuk input ke 10 Data masuk ke
7. | ke Aplikasi Sistem Online i aplikasi OSS sudah menit | sistem OSS
Single Submission (OSS) é lengkap




PELAKASANA MUTU BAKU
KEPALA BIDANG
NO AKTIVITAS B NaE ) | POSAS | PERKanan | KEPALA 1 KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT Ket
BUDIDAYA
Menunggu konfirmasi
g | Yyang masuk melalui email Data masuk ke 10 Kode verifikasi untuk
" | pemohon dan menerima sistem OSS menit | aktivasi
kode verifikasi
Masuk ke sistem OSS dan _ _ Sudah terdaftar di
memasukkan kode Kode verifikasi untuk 10 . . .
9. . . . o . sistem Online Single
verifikasi yang masuk di aktivasi menit brmissi
email pemohon Submission (OSS)
Mencetak Nomor Induk S}ldah terdaftar' di 10 Has'll Cet.akan dari
10. Berusaha (NIB) sistem Online Single menit Online Single
Submission (OSS) Submission
. . Hasil Cetakan dari
_ . Hasil Cetakan dari . .
11, Mendistribusikan ke Q Online Single 1 hari Online Single

pemohon

Submission

Submission telah
sampai ke pemohon
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DASAR HUKUM

KUALIFIEAS] PELAKSANA

10.

Undang-Undang MNemor 16 Tahun 2006
tentang  Sistemn  Penyuluhan Pertanian,
Perikcanan, dan Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 7 Tehun 2016
tentang Perlindungon dan Pemberdayaan
Melavan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak

1. Memilixi pemahoman teniong tatacars

Penerbitan Piagam Pengulkuhan Kelas
Kelompok Pembudidaya Tkan;

. Memiliki kemampuan mengoperagilkan

kompuater dan memahami tentang
administrasi perkantoran; dan

Garamn;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
MNomaor: Kep. 14/ Men /2012 Tentang
Pedoman Ulmum Penumbuhan dan
Pengembangan Kelembagaan Pelaku
Uiama Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 49/ Permen-KP/ 2014 tentang Usaha
Pembudidayvasn Hean;

Peraturan Menteri Kelantan dan Perikanan
Nomor ¢ 43/PERMEN-KP/2015 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di  Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan;

Prraturan Menterd Pendayvapgunasn
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Momor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Dperasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen.;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor [24
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan
dan Perikanan;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34
Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis
Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Keputgan Kepsla Dinas Lingkungan
Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kebumen Nomor 050 / 0461/ 11 / SK / 2022
tanggal 3  Pebruari 2022 lentang
Fembentukan Tim Penyusun Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan [SOF AF) Dinas Lingkungan
Hidup, Kelautan dan Perikenan Kabupaten
Keburnen; dan

. Memilikl pengetahuan mengenai Urogan

Kelautan dan Perikanan.




11.

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kebumen Nomor 060/ Tahun 2022
tentang Peta Proses Bisnis Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen.

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Surat Tanda Daftar Kelompok (STDK);

Komputer /Laptop;
Printer;

Koneksi Internet; dan
ATK.

i S

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

. Pencapaian waktu SOP dalam kondisi

normal

Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per
item kegiatan

Biaya APBD Kab. Kebumen Tahun 2022
Apabila tidak dilaksanakan Pelayanan Piagam
Pengukuhan Kelas Kelompok Pembudidaya
Ikan, maka tidak dapat mengetahui tingkat
atau kategori kelompok pembudidaya ikan
yang ada.

. Panitia Tingkat Kabupaten Kebumen
. Penyuluh Perikanan Kecamatan

setempat

. Tim Penilai Pelaku Utama Usaha

Perikanan Kabupaten Kebumen pada
Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan
Perikanan (DLHKP) Kabupaten Kebumen

. Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang

Perikanan Tangkap DLHKP Kab.
Kebumen




JUDUL SOP : PELAYANAN PIAGAM PENGUKUHAN KELAS KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN

PELAKASANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS pENYULUH/ | KEPALA | LURAH/ o
v pENILAr| DINAS | KEPALA | CAMAT | BUPATI KELENGKAPAN WAKTU |  OUTPUT
LHKP DESA
1 2 3 4 6 7 8 9 10 10

Pembentukan Tim Penilai
Pelaku Utama

Anggota Tim yang terdiri
dari Penyuluh perikanan,

Kebumen

1 | Perikanan Kabupaten ( ) Kepala Bidang, 2 jam | SK Tim Penilai
Kebumen melalui Subkoordinator, dan
SK Kepala Dinas unsur lainnya
- . Catatan survey dan
Penilaian sesuai enilaian, rapat anggota Nilai dari semua
2 |Kriteria dan Indikator yang b » 'ap 801 2 jam
ada. tim, penyamaan kriteria kelompok
penilaian
3 |Rekapitulasi Nilai akhir Nilai dari semua kelompok | 2 jam Daftar kelas
kelompok
Piagam Kelas
Mencetak Piagam berdasarkan Dattar kt?las kelompol, . Kelompok yang
4 Kertas Piagam, Komputer/ 2 jam . .
kelas kelompok - belum dibubuhi
Laptop, Printer
tanda tangan
Penandatanganan Piagam
berdasarkan i i l Piacam Kelas
kelas "Kelompok Pemula" oleh Piagam Kelas Kelompok Kel%m ok van
S |Kepala Desa/ Lurah, kelas I | | | | I | yang belum dibubuhi tanda | 1-2 hari su dahpdibli’bul%li
"Kelompok Madya" oleh tangan tanda tanean
Camat, dan kelas "Kelompok g
Utama" oleh Bupati
Penyerahan Piagam kepada Piagam Kelas Kelompok Bukti kelas
6 |Kelompok | | yang sudah dibubuhi tanda | 1 hari |kelompok yang
yang mendapatkan tangan sah
. Dokumentasi
- D:gg;?;?fzsilg ;is :teelrolmpok Bukti kelas kelompok yang 30 Kelas Kelompok
P P sah, Scanner, PC/ Laptop menit |dan piagam

kelas kelompok




SOP

BIDANG

PPKLHPP




Nomor SOF 896.1/ BS\B

Tanggal 31 Januari 2022
Pembuaian
THI":_H,EJ Revisi 15 November 20232
Tunggal Efektif | 15 Novernber 2022

FEMERINTAH KABUFPATEN KEBUMEN Digahkan Oleh

DINAS LINGEKUNGAN HIDWUP,
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penyusunair T
Persnicanaan Terkait
4 2o Perlindungan dan Pengelolaan

DASAR HUKU? S
DASAR HUKUM KUALIFTEASI

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 | 1. Memilild pemahaman tentang penyusunan
tentang Ferlindungan dan Pengelolaan dokumen perencansan  perlindungan  dan
Lingkungan Hidup; pengelolaan lingkungan hidup;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 | 2, Memiliki kemampuan untuk verifikasi dsta
tentang Cipta Kerja; dan penyusunan laporan;dan

Feraturan Pemerintah Nomor 22 Tahuno | 3. Memiliki kemampuan mengoperasilkan
2021  tentang  Perlindungan  dan komputer dan memahami tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup; administrasi perkantoran

Peraturan Decrah Kabupaten Kebumen
Momoer 7 2 Tahun 2016  tentang
Pembeniukan dan Susunan Perangkat
Dacrah [Lembaran Daerah Kabupaten
KebumenTahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah
KabupatenKebumenMNomer 127;
Peraturan Daerah RKabupaten Kebumen
Momor g Tahun 2013 tentang
Perlindungnn  dan Pengelolsan
Linglungan Hidup.

Peraturan Menteri Pendayagunann
Aparatur Negara dan  Reformasi
Birckrasl Momor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standear
Operagional Prosedur Administrasi
Pomerintabon;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128
Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Standar  Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemeriniah Kabupaten
Kebumen. |

Peraturan Bupati Kebumen Nomor E24
Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susuran  Orgamisasl, Tugas Dan
Fungsi, serta Tata Kera Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan;

Peraturan Bupeti Kebumen MNomor 34
Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis
Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Eebumen Nomor 050 / 0461/ 11 f 8K /
2022 tanggal 3 Pebroari 2022 tentang
Pembentukan Tim Penyusun Standar
Cperasional  Prosedur  Administrasi
Pemerintahan [EOP AP} Dinss
Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen; dan




11. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup, Kelautan dan  Perikanan
Kabupaten Kebumen Nomor 060/
Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis
Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen.

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Pemantauan 1. Peraturan Perundangan Terkait
. . 2. Alat Tulis Kantor, computer/laptop, printer
2. SOP Laboratorium Lingkungan 3. SK Tim Penyusun Dokumen Perencanaan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak disusun Dokumen Perencanaan
terkait Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup tidak mempunyai dokumen
sebagai dasar atau pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan terkait lingkungan
hidup.




JUDUL SOP : PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TERKAIT PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RPPLH)

RDTR, Calon anggota tim/
OPD Terkait, Pihak ketiga
(Konsultan)

Biaya, Rencana Aksi)

dan Konsep SK Tim
Penyusun

Pelaksana Mutu Baku
; . Kepala . .
No. Uraian Kegiatan
! gl Bidang Egt]ial; Per-lrI:Jnsun }EE:? Kepala Daerah Kelengkapan Waktu Output Ket.
PPKLHPP g y
Rapat Perencanaan Dokumen RPPLH Konsep (Kerangka
penyusunan dokumen sebelumnya, KLHS Acuan Kerja,
, Rencanaan (—) RPJPD, RPJMD, RTRW, 1 hari Rencana Anggaran

Membuat SK Tim
Penyusun dokumen

Konsep (Kerangka Acuan
Kerja, Rencana Anggaran

SK Tim Penyusun

Hidup (RPPLH)

2 4 Biaya, Rencana Aksi) dan 1 hari | Dokumen, KAK, RAB,
Sl-l\:ﬁlg?)tkan OPD Konsep SK Tim Penyusun Rencana Aksi
; Dokumen RPPLH
y SK Tim Penyusun
3 gﬂeennglatiﬁ:ﬂtgﬁ a Dokumen, KAK, RAB, 1 hari | Surat Kontrak
ganp g Rencana Aksi
Surat Kontrak, KAK,
Forum Group Discussion * Z'hak ketLga (_PFpnsultan), R |
4 | terkait data-data yang arasumber, | 1m 1 hari ancangan awa
diperlukan Penyusun, Dokumen/ dokumen RPPLH
P Undang-undang Terkait
Lingkungan Hidup.
Rancangan Akhir
l Data/ Undang-undang Dokumen Rencana
5 | Penyusunan dokumen Tidak e : 1 bulan | Perlindungan dan
- terkait lingkungan hidup
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Rancangan Akhir Rancangan Akhir
Dokumen Rencana
Dokumen Rencana Perlindunaan dan
6 | Evaluasi dokumen Ya Tidak Perlindungan dan 1 hari 9
Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

(RPPLH)




Pelaksana Mutu Baku
: : Kepala : .
No. U Kegiat
© ralan Regiatan Bidang Egt]iai; Per-lnrlj]sun ﬁﬁ:? Kepala Daerah Kelengkapan Waktu Output Ket.
PPKLHPP 9 y
: Rancangan Akhir
‘ ? Rancangan Akhir Dokumegn Rencana
Verifikasi dokumen oleh . Dok_umen Rencana 1 Perlindungan dan
8 Ya Tidak Perlindungan dan .
kepala daerah : minggu | Pengelolaan
Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Hidup
Hidup (RPPLH) (RPPLH)
Ya . Rancangan Akhir
gaﬂcangaEAkhlr Dokumegn Rencana
okumen Rencana .
9 | Pengesahan Dokumen é Perlindungan dan 1 hari Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RPPLH)

Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(RPPLH) yang sah




Nomaor SOP  |B96.1 / pspa
T Tanggal 31 Januari 2022
r ﬂ Pembuatan
L '.l Tanggal 15 November 2022
. Revisi
Tanggal 15 November 2022
Efektif
KEP
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN ) ﬁ W
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, 2 AE !,w
KELAUTAN DAN PERIKANAN g::;him" i-“' &
NIP. 197 1
Nama SOP |Pengawasan Lingkungan
Hidu

DASAR HUKUM

SRS nm
KUALIFIEAS]I PELAKSANA

10.

11

12,

13.

Bab I Pasal 4, Bab XII Pasal 71-75 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999
Jo PP 85 Tahun 1999 Tentang Pengelolaaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun [LB3);

Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001
Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3);

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomeor 19 Tahun 1990
Tentang Pengendalian Pencermaran dan /atau Perusalkan
laut;

Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 4 | tahun 1999
Tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

FPasal 44 dan 45 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun
2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Fencemaran Air;

Pasal 14-15 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun
2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untulk
Biomassa;

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001
Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran
LH yvang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan,
Lampiran H;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun
2001 Tentang Pejabat Pengawas Linglungan Hidup
Daerah;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun
2002 Tentang Pedoman Umum Pengawas Penataan
Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas;

Keputusan Menter Lingltungan Hidup Nomor 58 Tahun
2002 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingloungan
Hidup di Propinsi/ Kabupaten/ Kota,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

1. Memiliki pemahaman
tentang tata cara
pengawasan lingkungan
hidup;

Memiliki kemampuan
untuk Pengawasan
lapangan, analisa yuridis
dan penyusiunan laporan;
Mermiliki kompetens:
dengan program
komputer (mengolah data
dengan peraturan
perundang-undangan;
dan

Memiliki kompetensi
sebagai pejabat pengawas
lingkungan hidup.




14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen.;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022
tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten
Kebumen;

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen Nomor 050 / 0461/ II /
SK / 2022 tanggal 3 Pebruari 2022 tentang
Pembentukan Tim Penyusun Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kebumen; dan

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Kebumen Nomor 060/
Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kebumen.

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Pemantauan 1. Peraturan perundangan terkait
. . 2. Kamera/handycam
2. SOP Laboratorium Lingkungan 3. Alat laboratorium (sampling)
4. Laptop
5. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika tidak disusun, maka tidak akan diketahui
kinerja SKPD, Yaitu keberhasilan program dan
kegiatan terkait Lingkungan Hidup.

Form rencana pengawasan, Berita acara
pengawasan, Berita acara pengambilan
sampel, Berita acara pengambilan
foto/video dan Pelaporan Pengawasan
beserta saran dan tindak lanjut.




JUDUL SOP : PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

Usaha yang diawasi

Pengawasan

Pelaksana Mutu Baku
. . Pejabat Pengawas
No. Uraian Kegiatan ) . . . Ket.
g Lingkungan Hidup | Kepala Dinas | OPD Terkait Kelengkapan Waktu Output
Daerah (PPLHD)
Peraturan Perundang-Undangan
Terkait Lingkungan Hidup, Dokumen
RPPLH, IKPLHD, Dokumen KLHS
(RTRW, RDTR, RPJMD), Permohonan
Dokumen UKL/ UPL atau AMDAL,
Membuat Persiapan (Rencana Data Perijinan Usaha Berbasis Resiko Jadwal rencana
1 (DPMPTSP), Dokumen Bidang 3 hari
pengawasan beserta Form-form) ; pengawasan
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan (Data
Permohonan Persetujuan Teknis),
Dokumen Fasilitasi Izin Penyimpanan
Limbah B3, Dokumen Pengawasan
tahun sebelumnya.
2 Rapat Koordinasi dengan OPD gacri]wa/l rer;cgna pen?aV\:(asan, 1hari | R
Terkait rencana pengawasan ahan/materi ruang lingkup ari encana pengawasan
pengawasan
3 | Penerbitan Surat Tugas | < _I?encana pengawasan, Draft Surat 1jam Surat Tugas
T ugas Pengawasan
| Surat Tugas Pengawasan, Jadwal
' rencana pengawasan, Rapat Berita Acara Hasil
4 | Observasi Lapangan (Pelaksanaan) Peretemuan Pembuka (Tim 2 hari
. Pengawasan LH
Pengawas), Pertemuan Penutup (Tim
Pengawas)
y Berita Acara Hasil Pengawasan LH, Laporan Pengawa'lsan
. LH, Rencana Aksi/
5 | Penyusunan Laporan Dokumen Peraturan Perundang- 1 hari . .
Tindak Lanjut
undangan LH P
engawasan
6 | Tindak laniut hasil pengawasan > Laporan Pengawasan LH, Draft Surat 1 Surat Tindak Lanjut
| beng Tugas Aksi/ Tindak Lanjut Pengawasan | minggu | Hasil Pengawasan
Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Tindak Laniut
7 | Pengawasan terhadap kegiatan D Surat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 1 hari P J




DINAS LINGEUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN

Momor 0P

B9G, 1/ 'B'sa_‘lr

Tanggal
Pembuatan

31 Jamuasari 2022

Tanggal Revisi

15 November 2022

Tangeal Efektif

[
PEMERINTAH KABUFATEN KEBUMEN Disahlean Oleh

PERIKANAN

15 Nowermber 2022

Mama SOP

Pﬂm-mksuun Dakeurmen
AMDAL

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1o

12,

13,

14,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Megara  Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republil: Indonesia Nomor 3587)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20132 tentang lzin
Lingloungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelengparaan Perlindungan dan Pengelolaan Linglungan
Hidup

Peraturan Menteri Pendayvagunaon Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan EKehuianan
Republik Indonesia No 4 tahun 2021 Tentang Daftar usaha
danfatau kegiatan yvang wajib memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungen Hidup atau
Sumit  Pernyvataan  Kesangpupan  Penpelolaan  dan
Pemantauan Lingkungan Hidup.

Peraturen Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor & Talhun 2013 Tentang Tats Laksana Penilajian dan
Pemenkeaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen MNMomor 8 Tahbun
2013 tentang Ferlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Eebumen Momor 7 Talbun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Bagrah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tabun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaren Daerah Kabupaben
Hebumen Nomor |27

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2014 Teotang
Jenis Repcana usaha dan atau kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan Dokumen UKL UPL

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 49 Tahun 2015 tentang
Tentang Iem Linglhungen

Peraturan Menteri Pendayeguneaan Aparatur Negara den
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Adminiatrasl Pemerintaban;

Peraturan Bupati Hebumen Nomer 128 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Progsedur Administrasi Pemeriniahan di  Lingkungon
Pemerintah Kabupaten Kebumen.;

Peraturan Bupati Hebumen Nomor 124 Tahun 2031
tentang Kedudukan, Susunan Organissei, Tugas Dan

1. Memilild pemehaman
tentang Lata Cara
perseiujuan /ijin
lingkungan;

2, Memilil kKemampuan
untulk verifikasl deta damn
pEnyusunan laporan

3. Memilild kompetensi

dengan program kompuler
[mengslah  data  dengan
peraturan perundang-
undangan); dan

4. Memahami tentang

administrasi perkantoran.
5. Memililki perigetahuan
tentang peraturamn

Linglungan Hidup.




Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan;

15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022 tentang
Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen;

16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen Nomor 050 / 0461/ 1I / SK / 2022
tanggal 3 Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim
Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP) Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen; dan

17. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen Nomor 060/  Tahun 2022
tentang Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. SOP Pemantauan

2. SOP Laboratorium Lingkungan

1. Alat tulis kantor
2. Meja, kursi, buku register.
3. Komputer/laptop/PC dan

printer.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN
PENDATAAN

1. Apabila belum memiliki [jin Persetujuan Lingkungan, proses
perijinan berusaha tidak dapat dinilai resikonya

1.

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Usaha
Satu Pintu (DPMPTP); dan
Permohonan Pengajuan
Surat Pernyataan
Pengelolaan Lingkungan
(SPPL), UKL-UPL dan
AMDAL pada Dinas
Lingkungan Hidup
Kelautan dan Perikanan
(DLHKP) Kabupaten
Kebumen.




JUDUL SOP : PEMERIKSAAN DOKUMEN AMDAL

Teknis KPA

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Kepala Kepala OPD Ket.
Staf | Subkoor Bidang Dinas Terkait Kelengkapan Waktu Output
Menerima dan Permohonan Izin
1 | memeriksa berkas Dokumen Kelengkapan Check list berkas
) Persyaratan (ANDAL, permohonan
Permohonan Izin RKL. RPL)
Menyiapkan pengantar Surat Pengantar
2 | proses kajian teknis ke - IB; (ra]rksas péa;zlzg(r)]g?n Permohonan ke
OPD terkait grap OPD terkait
Surat Permohonan,
Menerima dan Dokumen kelengkapan
meregistrasi berkas persyaratan dan Check list berkas
3 permohonan Izin Dokumen AMDAL dan persyaratan,
Perubahan Lingkungan (ANDAL, RKL, RPL) bukti registrasi/
(ANDAL, RKL, RPL) tanda terima berkas
dari DPMPTSP
Uji Administrasi Berkas
4 Dokumen ANDAL, RKL, kelenakanan
RPL oleh sekertariat dokurgenp
KPA
Penilaian Permohonan
) Pengesahan
Izin dan Berkas .
5 . Rekomendasi
Dokumen oleh Tim .
Perizinan




Registrasi surat keluar
dan Penyerahan

Surat Rekomendasi

6 Dokumen Rekomendasi Perizinan
Perizinan ke DPMPTSP
Disposisi
Disposisi rekomendasi __- rekomendasi ke
7 kasi P/Non P untuk Kasi P/ Non P untuk
ditindaklanjuti menjadi ditindaklanjuti
draft SK Izin menjadi draft SK
Izin
Menyiapkan konsep Draft Naskah/
8 | dan cetak draft Surat Dokumen Izin dan
Izin dan SPT SPT
9 Verifikasi berkas dan Naskah Izin dan
draft Dokumen Izin -*4- SPT
10 | Pengesahan lzin 7- Permohonan teknis Dokumen/ 1zin
Registrasi dan Tidak
11 | Penyerahan Dokumen/ Dokumen/ Izin ada

Izin

biaya




DINAS LINGEKEUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN

MNomor SOP

a596.1) Ssap

Tanggal

Pembuatan

31 Januari 2022

Tanggal Revisi

15 Movember 2022

Tanggal Efelcril

15 I"Imrrmhrr EBIE

FEMERINTAH KABUPATEN KERUMEN
Disahkan Oleh

FERIKANAN

MNama S0P

Pcmn'kmn Formulir UKL- |
UPL Secara Langsung

DASAR HUKLM

KUALIFIKASI PELAKSANA

10.

11,

13,

13,

14.
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (entang
Pemerintahan  Daerah  [Lembaran Negara  Republik
Indoriesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesta Momor 5587)

Persturan Pemerintah Mamor 27 Tahun 2012 tentang lzin
Linglkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggarnan Perlindungan dan Pengelolaon Linglungan
Hidugp

Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintehan;

Peraturan Menterd Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia No 4 tahun 2021 Tentang Daftar usaha
dan /atau kegistan yang wajib memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atag
Surmt  Pernyataan  Kesanggupan  Pengeloluan  dan
Pemantauan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor & Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan
Irin Lingkungan.

Peraturan Daecrah Kabuparem Kebumen Nomor 8 Tahun
2013 rentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Peraturan Dacrah Kabupaten Kebumen Womor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Duerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Kebumen Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daecrah Habupaten
Kebumen Nomor 127

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2014 Tentang
Jenis Rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan Dokumen UKL UPL

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 49 Tahun 2015 tenlang
Tentang Ixin Lingkungan

Peraturan Menteri Pendayvagunann Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nemer 35 Tahun 2012 tentong
Pedoman Penyusunan Sitandsr Operasional  Prosedur
Adminiatrasi Pemerintohan;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tehun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasl Pemerintahan di  Linglungan
Pemerintah Kabupaten Keburmers.
Peraturan Bupati Kebumen MNemor

tentang

124 Tahun 2031
Tupgas Dan

1. Memiliki

. Memiliki

. Memnhami

. Memiliki

pemERnman
[Eniang tata CaEra
persetujuan ijin
lingloungan;

kemamplian
untuk verifikasi data dan
PEAyusunan iaporan
Plemualiki kompeiensi
dengan program komputer
(mengplah  data  dengan
peraturan perundang-
undangan); dan

tentamg
administrasi perkantoran.
pengctahuan
tentang perafuran

Lingkungan Hidup.




Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan;

15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022 tentang
Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen;

16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen Nomor 050 / 0461/ 1I / SK / 2022
tanggal 3 Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim
Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP) Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen; dan

17. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen Nomor 060/  Tahun 2022
tentang Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. SOP Pemantauan

2. SOP Laboratorium Lingkungan

1. Alat tulis kantor
2. Meja, kursi, buku register.
3. Komputer/laptop/PC dan

printer.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN
PENDATAAN

1. Apabila belum memiliki [jin Persetujuan Lingkungan, proses
perijinan berusaha tidak dapat dinilai resikonya

1.

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Usaha
Satu Pintu (DPMPTP); dan
Permohonan Pengajuan
Surat Pernyataan
Pengelolaan Lingkungan
(SPPL), UKL-UPL dan
AMDAL pada Dinas
Lingkungan Hidup
Kelautan dan Perikanan
(DLHKP) Kabupaten
Kebumen.




JUDUL SOP : PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL SECARA LANGSUNG

Pemeriksaan Formulir UKL

UPL dan kelengkapan
persyaratannya

formulir UKL-UPL

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Ket.
& Pemrakarsa Staf Subkoor Kfapala Ke.pala OPD. Kelengkapan Waktu Output
Bidang Dinas Terkait
Pemrakarsa mengajukan
1 | permohonan formulir UKL- ‘< Formulir UKL-UPL
UPL
Menerima dan meregistrasi . .
2 | permohonan dokumen Tidaklengkap Formulir UKL-UPL, Buku Data register UKL-
UKL-UPL register UPL
Kesesuaian penggunaan
ruang
ik kelensk Berita Acara
3 Pemeriksaan kelengkapan Persetujuan awal Pemeriksaan
administrasi - - Admini .
Lenkkap Persetujuan teknis ministrasi
Kesesuaian dengan format
R
Rapat Koordinasi Eg::]dniﬁzz I?ci)or?:\ulir UKL- Berita Acara
4 P Y ’ 1 hari | Pemeriksaan




Perbaikan dokumen UKL- Perlu perbaikan Eormulir UKL-UPL 5 héri Formulir UI.<L-UPL
UPL kerja hasil perbaikan
Tanpa perbaikan
Berita Acara

Pemeriksaan perbaikan . | Formulir UKL-UPL hasil Pemeriksaan
dokumen UKL-UPL perbaikan Perbaikan

Perbaikan tidak Formulir UKL-UPL

sesuai/melebihi

batas waktu

Berita Acara Pemeriksaan Surat penolakan
Penolakan PKPLH Perbaikan Formulir UKL-UPL PKPLH
erbaikan disetujui
v

‘ Berita Acara Pemeriksaan 5 hari

Penerbitan PKPLH Formulir UKL-UPL, Draft kerja PKPLH

PKPLH




DINAS LINGEUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN

Momor 80F

8961/ REa%

Tanggal
Pembuatan

31 Japnard 2022

Tanggal Revisl

15 November 2022

Tangeal Efektif

FEMERINTAH KABUFATEN KEBUMEN
Dizahlean Oleh

PERIKANAN

NIP. 10T Soaes=n

tentang Pedoman Penyusunen Sandar Opcrasional
Prosedur Administrast Pemerintahan 4 Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Penerbitan Persetujuan
Lingkungan i Usaha
Mama S0P Dan/ Amg:j{%
Pemerintah Yang Wajib SPPL
“DASAR HUKUM ~ KUALIFIKASI PELAKSANA
.  Undang-Undang Neomor 32 Tahun 2009 tentang | 1. Memilild pemahaman
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup leniang tata Cara
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang persetujuanfijin
Pemerintahan  Daerah  [Lembaran  Negara  Republik lingkungan,
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahen Lembaran | 2. Mermliki kemampuan
Negara Republik Indonesia Nomor 5587| urntuk verifikasi deta dan
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin penyusunan laporan
Lingkungan. 3, Memiliki kompetensi
4.  Peraturan Pemerintah Nomeor 22 Tahun 2021 tentang dengan program komputer
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolasn Linglungan imengolah  data  dengan
Hidup peraturan perundang-
5. Peraturan Menteri Pendayagunaaen Aparatur Negara dan undangan); dan
Reformasi Birolorasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 4. Memaharni tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operagional Prosedur acministrasl perlcantoran
Administrasi Pemerintahen: 5. Memilikd pengetahuan
6. Peraturan Menten Lingkungan Hidup dan Kehutanan ﬁ:ﬁ Hid S ade
Republik Indonesia No 4 tahun 2021 Tentang Daftar usaha e
danfatau kegiatan yang wajib memililn Analisis Mengenai
Darmpak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau
Surat  Pernyataan  Kesanggupan  Pengelolsan dan
Permantauan Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Menten Lingkungan Hidup Republik Indenesia
Nomor B Tahun 2013 Tentang Tata Laksane Penilaian dan
Pemeriksasn Dokumen Lingkungen Hidup serta Penerbitan
Izin Lingkungan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
9. Peraturan Daecrah Kabupaten HKebumen Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Sosunan Perangkat
Daersh (Lembaran Dacrah Kabupaten Kebumen Tahun
2016 MNomor 7, Tambahan Lembarsn Deeral Kabupaten
Kebumen Nomor 127
10, Peraturan Bupsti Kebumen Nomor 37 Tahun 2014 Tentang
Jenls Rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan Dokumen UKL UPL
11, Peraturan Bupati Kebumen NMomor 49 Tahun 2015 tentang
Tentang [#in Lingkungan
12, Peraturan Menicri Pendayagunsan Aperatar Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tehun 2012 tentang
Pedoman Penyusunen Standar Operssional  Prosedur
Administrasi Pemerinlahan;
13, Peraturan Hupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013




14.

15.

16.

17.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022 tentang
Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen Nomor 050 / 0461/ II / SK / 2022
tanggal 3 Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim
Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP) Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen; dan
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen Nomor 060/  Tahun 2022
tentang Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

1.

SOP Pemantauan

2. SOP Laboratorium Lingkungan

1. Alat tulis kantor
2. Meja, kursi, buku register.
3. Komputer/laptop/PC dan

printer.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN
PENDATAAN

1.

Apabila belum memiliki Ijin Persetujuan Lingkungan, proses
perijinan berusaha tidak dapat dinilai resikonya

1.

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Usaha
Satu Pintu (DPMPTP); dan
Permohonan Pengajuan
Surat Pernyataan
Pengelolaan Lingkungan
(SPPL), UKL-UPL dan
AMDAL pada Dinas
Lingkungan Hidup
Kelautan dan Perikanan
(DLHKP) Kabupaten
Kebumen.




JUDUL SOP : PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMERINTAH YANG WAJIB SPPL

persetujuan

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Kepal k i Kepal Ket.
8 Staf Subkoor fepa @ Se feta”s epa a Kelengkapan Waktu Output
Bidang Dinas Dinas
Permohonan lzin
1 Menerima dan memeriksa Dokumen Check list berkas
berkas Permohonan Izin Kelengkapan permohonan
Persyaratan
Berkas tidak lengkap Disposisi
, | Pemeriksaan kelengkapan '_'—‘. dikembalikan ke rekomendasi ke Kasi
berkas pemrakarsa P/ Non P untuk
ditindaklanjuti
Persetujuan SPPL oleh
3 Kepala Dinas Lingkungan Surat Rekomendasi
Hidup, Kelautan dan Perizinan
Perikanan
Registrasi dan
4 Penyerahan Dokumen/ ‘ Dokumejn/ Gratis
persetujuan




Nomaor S0P

BO&. 1/ Asa4

Tanggnl

Pembuatan

31 Januar 2022

Tanggal Keviai

15 November 2022

Tanggal Efektil

15 Novemperd

PEMERINTAH EABUPATEN KEBUMEMN

Disahkan Oleh
DINAE LINGEUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN
FPERIKANAN o SR LR
-, ,,.— b L R
NIP, 19730267 199311 1 001
Fenerbitan Persetufuan
Lingkungan Bagl Usaha
Nama S0P Dan/ Atau Kegiatan Non
Pemerintah Yang Wajib SPPL
DASAR HUKUM KUALIFIKAS] PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 323 Tahun 2009 tentang | 1. Memilild pemahaman
Perindungan dan Pengelalaan Lingkungan Hidup tentang fatm Cara
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang persetujuan/ijin
Pemerintahan Daerah  (Lembaran MNegara Republik lingkungan;
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tembahan Lembaran | 2. Memiliki kemampuan
Negara Republik Indonesia Momor 53587 untuk verifikazl data dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin penyvusunan laporan
Linglcungan. 3, Memiliki kompetensi
4, Peraturan Pemenntah Nomor 22 Tahun 2021 tentang dengan program komputer
Pervelengearnan Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan {mengolah  data dengan
Hidup peraturan perundang-
3.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan undangan}; dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 4. Memahami tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur administrasi perkantoran.
Administrasi Pemerintahan; = Memiliki pengetahuan
£. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan E:;:ui Hida PEFRLATRE
Republik Indonesia No 4 tahun 2021 Tentang Dallar usaha i B
dan/atau kegiatan vang wajib memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup, Upayva Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantavan Lingkungsn Hidup atau
Burat Pernyatasn  Hesanggupan  Pengelolaan  dan
Pemantauan Lingkungan Hidup.
7.  Peraturan Menterd Linghkungan Hidup Republik Indonesia
Nomar 8 Tabhun 2013 Tentang Tata Laksans Perdlaian dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan
Isin Lingloungan.
8. Peraturarn Daerah Kobupaten Kebumen Nomor 8 Tabun
2013 tentang Perlindunpgan dan Penpgelolaan Linglungan
Hidup.
B Peraturan Dasrsh Kabupaten Kebumen Nomor 7 Taehun
2016 tentang Pembentikan dan Susunan Perangkat
Daerah [Lembaran Dhaerab Kabupaten Kebumen Tahun
2016 Nomar 7, Tambahan Lembaran Daerab Eabupmten
Eebumen Moamor 127
10, Peraturan Bupset Kebumen Momor 37 Tahun 2014 Tentang
Jems Rencana usaha den atau Kegiatan vang wajib
dilengkapi dengan Dokumen UKL UPL
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 49 Tahun 2015 tentang
Tentang Izin Linglungan
12. Peraturan Menteri Pendayegunean Aparatur Megara dan

Reformas! Eirokrasi MNomer 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;




13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen.;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022 tentang
Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen Nomor 050 / 0461/ II / SK / 2022
tanggal 3 Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim
Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP) Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen; dan

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Kebumen Nomor 060/  Tahun 2022
tentang Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

1.

SOP Pemantauan

2. SOP Laboratorium Lingkungan

1. Alat tulis kantor
2. Meja, kursi, buku register.
3. Komputer/laptop/PC dan

printer.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN
PENDATAAN

1.

Apabila belum memiliki [jin Persetujuan Lingkungan, proses
perijinan berusaha tidak dapat dinilai resikonya

1.

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Usaha
Satu Pintu (DPMPTP); dan
Permohonan Pengajuan
Surat Pernyataan
Pengelolaan Lingkungan
(SPPL), UKL-UPL dan
AMDAL pada Dinas
Lingkungan Hidup
Kelautan dan Perikanan
(DLHKP) Kabupaten
Kebumen.




JUDUL SOP : PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN NON PEMERINTAH YANG WAJIB SPPL

(ditolak)/ Pengesahan
Rekomendasi Perizinan

Sistem OSS Mutu Baku
No. ian Kegiat Ket.
© Uraian Kegiatan Persiapan Operasional Komersial Kelengkapan Waktu Output ©
1 | Pelaku Usaha ’
Permohonan Izin
Permohonan Perizinan Dokumen .
2 Berusaha melalui OSS Kelengkapan Check list berkas permohonan
Persyaratan (NIB)
3 Notifikasi Permohonan %
kepada OSS I
4 | Verifikasi SS/ Izin $
Notifikasi melalui OSS Sist_em 0SS menyampaikan
5 hasil permohonan pelaku
RBA
usaha
6 | Disetujui ’——.—%’ Persetujuan Lingkungan Gratis
Data administrasi kurang
7 | Kurang Lengkap lengkap/ Pengesahan
l Rekomendasi Perizinan
Data lapangan tidak sesuai
dengan data administrasi
8 | Ditolak .




Nomor SOFP 896.1/ 8S32S
Tanggal 31 Januar 2022
| Pembuatan
Tanggal 15 November 2022
Revisi
Tanggal 15 November 2022
Efektif
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN giiﬁ“kﬂ“
DAN PERIKANAN 2
s SOF Masyarakat Terleait
Lingkungan Hidup
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

w

10.

. Peraturan Menten

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kena;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2021 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

. Peraturan Dacrah Kabupaten Kebumen

Nomor 8 Tahun
Perlindungan  dan
Linglungan Hidup.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Peranghat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016 Neomor 7,
Tambahan Lembaran Daecrah
Kabupaten Kebumen Nomor 127;
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan HReformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
ientang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

2013 tentang
Pengelolaan

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128

Tahun 2013 tentang Pedoman
Penvusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kebumen.;

Peraturan Bupati Kebumen Momor 124
Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tupas Dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Ferikanan;

- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34

Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis
Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Keputusan Kepala Dinas Linglungan
Hidup, Kelsutan dan Perikanan

Memiliki pemahaman tentang tata cara
penanganan pengaduan masvarakat atas
dugaan pencemaran lingkungan hidup;
Memiliki kemampuan untuk verifikasi
data dan penyusunan laporan; dan
Memiliki kemampuan mengoperasikan
komputer dan memahami tentang
administrasi perkantoran;




Kabupaten Kebumen Nomor 050 /
0461/ 1I / SK / 2022 tanggal 3
Pebruari 2022 tentang Pembentukan
Tim Penyusun Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
(SOP AP) Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kebumen; dan

11.Keputusan Kepala Dinas Lingkungan

Hidup, Kelautan dan  Perikanan
Kabupaten Kebumen Nomor 060/
Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis
Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen.

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

1.

2.

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengawasan Lingkungan Hidup; dan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penerbitan Persetujuan Lingkungan.

1. Peraturan Perundangan Terkait;
2. Alat Tulis Kantor, komputer, printer; dan
3. Formulir Berita Acara Pengaduan

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

. Jika tidak segera ditindaklanjuti akan

menyebabkan keresahan masyaraat dan
potensi terjadinya sengketa lingkungan
hidup.

. Berita Acara Penanganan

PengaduanDugaan Pencemaran
Lingkungan Hidup; dan

. Laporan triwulan Bidang PPKLHPP

terhadap pengaduan terkait Lingkungan
Hidup.




JUDUL SOP : PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Pelaksana Mutu Baku
. . Tim . Penanggung
No. U K t Ket.
© raian Regiatan Pengadu | Pengelolaan Sek_retarls Ke_pala jawab OPD. Kelengkapan Waktu Output ©
Dinas Dinas . Terkait
Pengaduan kegiatan
Pengadu
menyampaikan Form

1 | Pengaduan Pelayanan Data pengaduan
publik kepada Petugas

Pelayanan;

pengaduan

Dinas LHKP
menerima Pengaduan
dari masyarakat dan
menyampaikan
kepada Tim Pengelola
Pengaduan

Form

pengaduan Data pengaduan

Tim Pengelolaan
Pengaduan
mendokumentasikan/

jenis/bentuk aduan,
selanjutnya apabila
sesuai Tugas Fungsi
ditindaklanjuti namun
apabila diluar
kewenangan
disampaikan kepada
Instansi terkait

Data pengaduan

mencatat pengaduan, y
menyelia dan Tidak
merekapitulasi
|
Ya
Tw




Merencanakan untuk

. . * Jadwal
d|qusanakan tindak -— ’ Data pengaduan tindaklanjut
lanjut atas pengaduan
pengaduan
masyarakat
A,‘ Berita Acara
Penanganan Verifikasi
pengaduan oleh Tim Data temuan di _ Pengaduan
Pengelolaan lapanaan 1 hari Dugaan
Pengaduan bersama pang Pencemaran
dengan SatpolPP Lingkungan
Hidup
*) jika
i ‘ verifikasi
Pembuatan EEE:Eﬁ(anra Laporan Tindak membutuhk
Notulen/Laporan hasil Lanjut Verifikasi |
. Pengaduan , . Pengaduan .

Rapat Penyelesaian : 5 hari pengambila

Laporan hasil Dugaan ‘
Pengaduan yang telah enauiian Pencemaran n data hasil
ditindaklanjuti pengujia Lingkungan Hidup | Penguiian

sampel*) sampel

Tim Pengelola
Pengaduan meminta
persetujuan atas
laporan hasil rapat

Berita Acara
Verifikasi
Pengaduan ,
Laporan hasil
pengujian
sampel*)

Laporan hasil
pengaduan

Draft laporan

Penandatangan hasil rapat Laporan hasil
laporan hasil rapat P pengaduan
pengaduan
Surat tindak
Penyampaian laporan Ya Surat lanjut d LH
kepada urat pengaduan LH,
Penanggungjawab pemberitahuan Berita Acara

Verifikasi
Pengaduan







Nomor SOP | 896.1/ Bgam
Tanggal 31 Januari 2022
Pembuatan
Tanggal 15 Novemnber 2022
Kevisi
Tangpal 15 Novermnber 2023
Efcktil
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN
PERIKANAN Disahkan
Oleh
Nama S0P Penanganan Pohon
DASAR HUKUM : KUALIFIKAST PELAKSANA -
Usiduig-Unidang Noiice 53 Tebun 1956 | © ﬂ::::g::m WREGE _Prruisan dan
penanganan pohon
tentang Pembentukan  Dacrah-  dacrah |pene n dan

Kabupaten dalam Lingkungsn Propinsi Jaws

Tengah ([Berita MNegara Republik Indonesia

Tahun 19530 Nomor 432);

Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintzhan Daerah ([Lembaran

Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Namor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Momor 55B7) scbagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang- Undang Nomor [1 Tahun 2020

Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Momor 6573);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun
2007 tentang Penataan Ruang Terbulea Hijau
Kawasan Perkotaan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Megara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Adminiztrasi
Pemerintahan;

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparator
Nepara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedomman Penyusunan
Brandors Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Bupati Kebumen MNomor 128 Tahun

2013 tentang Pedomean Peoyusunan Standar

Dperasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kebumen.;

Peraturan Bupatl Kebumen MNomor 124 Tahun
2021 temtang Kedudukan, SUSUnan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serla Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan;

pemrunggulan/ perapiban pohon);
Mampu melaksanakan kegiatan
penanganan pohon  (pencbangan dan
pemrunggulan /perapihan pohonj; dan
Memahami pengetahuan fentang
pelaksanaan, penanganan el
pengawasan Ruang Terbuka Hijau [RTH)
prablik,




optimal dan tidak dapat meningkatkan nilai
estetika dan keseimbangan ekosistem kota;

8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun
2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah
Kabupaten Kebumen;
9. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 050 / 0461/ II / SK / 2022 tanggal 3
Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim
Penyusun Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen; dan
10. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 060/ Tahun 2022 tentang Peta Proses
Bisnis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perapihan/ 1. Fotokopi KTP pemohon:
Pemrunggulan l?ohon; 2. Foto Pohon yang diajukan penanganan,;
2. ggitz)i%rdggerasmnal Prosedur (SOP) Penebangan 3. Bibit pohon pengganti dengan tinggi
’ . min 3 m sebanyak 5 batang;
3. Stan'dar Operasional Prosedur (SOP) 4. Buis beton 30 cm tinggi 0,80 s/d @
Pemindahan Pohon; 1.00 m sebanvak 5 buah:
. , ya uah;
4. Stanflar Operasional Prosedur (SOP) 5. Perlengkapan keamanan kerja;
Penyimpanan Pohon Sementara. 6. Chainsaw:
7. Mobil Tangga;
8. Mobil pengangkut dahan/ kayu; dan
9. Pekerja pemrunggulan atau
penebangan pohon,;
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Boleh dilakukan penebangan apabila dapat | 1. Data pengajuan pemrunggulan pohon
menimbulkan gangguan jaringan utilitas kota dan penebangan pohon Bidang PPKL
dan atau lingkungan sekitar yang tergolong Dinas Lingkungan Hidup Keluatan dan
kategori dua kategori (membahayakan dan Perikanan Kabupaten Kebumen;
mengganggu); dan 2. Data Lapor Cepat Bupati terkait
2. Penebangan pohon menimbulkan Perlindungan penangan pohon di wilayah Kabupaten
dan pelestarian pohon milik pemerintah Kebumen; dan
Kabupaten Kebumen tidak terlaksana dengan | 3. Laporan Petugas Penanganan Pohon

pada Dinas Lingkungan Hidup Kelautan
dan Perikanan.




JUDUL SOP : PENANGANAN POHON

Pelaksana Mutu Baku
. Kepala Bidang
No Aktivitas Subkoordu_'lator Pengendalian Pengadminist
' Pelestarian Petugas Pencemaran dan rasi Umum Kelengkapan Waktu Output Ket
Lingkungan Pertamanan . gkap P
Hidup (PLH) Kerusakana Bidang PPKL
P Lingkungan (PPKL)
Formulir permohonan
Surat permohonan penanganan pohon
penanganan pohon diterima . ' .
1 | Kepala Bidang PPKL dan Fotokopi KTP pemohon, 10 menit Dokumen pengajuan
. . ( ) Foto Pohon, surat Penanganan Pohon
mendispo ke Subkoordinator pernyataan mengganti
PLH sejumlah pohon (bibit)
Dokumen pengajuan
5 Menginstruksikan survey < Dokumen pengajuan 10 menit Penanganan Pohon,
lapangan Penanganan Pohon ceklis kriteria
penanganan pohon
Dokumen pengajuan
\ 2 Penanganan Pohon, .| Laporan survey
3 | Survey lapangan s 1 hari
ceklis kriteria lapangan
penanganan pohon
Menelaah laporan survey
lapangan terhadap
4 permohonan penanganan A 4 Laporan survey 1 hari Berita acara survey
pohon dan menentukan jenis lapangan penanganan pohon
penanganan pohon (ditebang
atau dirapikan)
5 Membuat surat penanganan - Berita acara survey 30 menit Surat Penanganan
pohon @ penanganan pohon Pohon




Pelaksana Mutu Baku
i Subkoordinator II(DeepnaIZn%I:ﬁ:r? Pengadminist
No. Aktivitas Pelestarian Petugas 9 g
. Pencemaran dan rasi Umum Kelengkapan Waktu Output Ket
Lingkungan Pertamanan K K Bid PPKL
Hidup (PLH) . erusakana iaang
Lingkungan (PPKL)
w Surat Penanganan
6 | Memberi paraf Surat Penanganan 10 menit P.ohon.y.ang sudah
Pohon disetujui
Subkoordinator

Kepala Bidang

Menandatangani Surat Surat Penanganan

Penanganan Pohon hasil Pohon yang sudah . Surat Penanganan
7 ) > . . 1 hari

pengajuan masyarakat (Kepala disetujui Pohon

Bidang PPKL, Atas Nama Subkoordinator

Kepala Dinas)

Pengadministrasi Umum

Bidang PPKL memberi surat > Arsip dan Rekap
8 | tembusan ke Kepala Dinas dan @ Iit;rha(:nPenanganan 10 menit | Surat Penanganan

mengarsip surat Penanganan Pohon

Pohon




SOP

BIDANG
SEKRETARIAT




Umum

&
Kepegawaian




Nomor SOP 896.1/ Aoy -H
|I"|-|:1:LJ1'*L.H Tanggal 31 Januari 2022
5:'-_[ } Pembuatan
Tanggal Revisgi 15 November 2022
Tanggal Efektif 15 Novemnber 2022
Disahkan Oleh
PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Surat Masuk
Nama SOP Menggunakan E-Latter
DASAR HUKUM KUALIFIEASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang | 1. Memiliki kemampuan
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan dmini 2
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; administrasi

£. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang perkantoran;

SPIF; i

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara % Ml II:EI'-I'IEI.l'I'jp-LI.E.n
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 mengoperasikan
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional komputer; dan
Prosedur Administrasi Pemeriniahan:

4, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 |- Mengerti tentang
tentang Pedoman Penyusunan S0P Administrasi tugas pokok dan
Pemerintahan di Lingltungan Pemkab, Kebumen; :

5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 tahun 2021 fllI'IESI pgmngkﬂ't
tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja dacrah.

Dinas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan;

6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen
Momor 63 Tahun 2014 Tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen:

7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022
tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten
Eebumen;

B. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Nomor
050 / 0461/ 11 f SK [ 2022 tanggal 3 Pebruari 2022
tentang Pembentukan Tim Penyasun Standar
Operasional Prosedur Adminisirazi Pemerintahan
[SOP AP) Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen; dan

9. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Kebumen Nomor 060/
Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen.
KETERKAITAN PERALATAN

PEELENGEKAPAN




. SOP yang terkait dengan SOP Penanganan Surat

Masuk
. SOP Pengisian Buku Surat Masuk dan Lembar

Disposisi

1. Laptop / Notebook.
2. Printer.
3.ATK .

PERINGATAN

PENCATATAN DAN
PENDATAAN

. Apabila kegiatan tidak terlaksana maka akan
mengakibatkan keterlambatan informasi dan
informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu

1. Pengadministrasi
Umum Dinas;

2. Arsip Bidang yang
mendapatkan
Disposisi;

3. Aplikasi SIKD; dan

4. Aplikasi E-Letter.




NAMA SOP : PENGELOLAAN SURAT MASUK MENGGUNAKAN E-LETTER

Pelaksana Mutu Baku
s - . Kasubbag Kepala
No Aktivitas Peng%d:drr:stram Umum Sekretaris/Kabid/JFT | Perangkat | Kelengkapan | Waktu Output
Kepegawaian Daerah
1 | Menerima berkas/Surat Masuk, secara elektronik Surat Masuk | 5 menit | Surat Masuk
langsung diterima oleh operator melalui E-letter.
Surat Masuk/berkas didownload untuk di print
dan discan oleh pengadministrasi/operator untuk ( )
dilakukan entri pada SIKD
2 | Membuka dan membaca surat masuk Surat Masuk | 5 menit | Surat Masuk
selanjutnya meneruskan surat masuk ke
sekretaris dinas
3 | Membuka dan membaca surat masuk, Surat Masuk 5 menit | Surat Masuk
selanjutnya menelaah dan meneruskan surat
masuk ke Kepala dinas
4 | Membaca dan memutuskan Surat masuk untuk Surat Masuk | 5 menit | Surat Masuk
ditindaklanjuti sendiri atau membuat disposisi yang sudah
untuk PNS yang dituju berdispoisisi
5 | Menerima surat masuk yang sudah diberi Surat Masuk 5 menit | Surat Masuk
disposisi langsung oleh kepala dinas untuk yang sudah yang sudah
langsung dilaksanakan atau diteruskan ke berdispoisisi berdispoisisi
kasubag/kasi/pegawai dibawahnya
6 | Menerima surat masuk yang sudah diberi Surat Masuk | 5 menit | Surat Masuk
disposisi langsung oleh Sekretaris dinas/kabid yang sudah ditindaklanjuti
untuk langsung dilaksanakan atau diteruskan ( ’ berdispoisisi
pegawai dibawahnya




Nomor S0P 896.1/ RAea. a
Tanggal 31 Januari 2022
Pembuatan
Tanggal Revisi 15 November 2022
Tanggal Efektif 15 November 2022
Disahkan Oleh A

PEMERINTAH KABUFATEN

KEBUMEN

DINAS LINGEKUNGAN HIDUP,
KELAUTAN DAN PERIKANAN

FEnga]nlam'; Surat Masuk

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang | 1. Memiliki ]{Empuaﬂ
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan ik :
Penvelenggaraan Pemerintah Daerah; administrasi

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 perkantoran:

tentang SPIP; -

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara % Meniilic kemampuan

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 mengoperasikan

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional i-:nmpu[r:r, dan

FProsedur Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi pokok dan fungsi

Pemerintahan di Lingkungan Pemkab. Kebumen; rangkat daerah

5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 tahun 2021 | P© —
tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan:

6. Peraturan Bupati Kebumen Nomer 26 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen
Nomaor 63 Tahun 2014 Tentang Tata Naskah Dinas di
Lingloungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022

tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten

Kebumen;

8. Keputusan Kepala [Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 050 f 0461/ I / SK / 2022 tanggal 3
Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP| Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen; dan

9. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Nomor

D&0/ Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis

Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kebumen.

3. Mengerti tentang tugas




KETERKAITAN PERALATAN

PERLENGKAPAN
. SOP yang terkait dengan SOP Penanganan Surat | 1. Laptop / Notebook.
Masuk; dan 2. Printer.
. SOP Pengisian Buku Surat Masuk dan Lembar
Disposisi ; 3. ATK.
PERINGATAN PENCATATAN DAN
PENDATAAN
. Apabila kegiatan tidak terlaksana maka akan 1. Pengadministrasi

Umum Dinas;

2. Arsip Bidang yang
mendapatkan
Disposisi;

3. Aplikasi SIKD; dan

4. Aplikasi E-Letter.

mengakibatkan keterlambatan informasi dan
informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu.




JUDUL SOP : PENGELOLAAN SURAT MASUK MENGGUNAKAN SIKD

Pelaksana Mutu Baku
.. . Kasubbag Kepala
No Aktivitas Peng_admmls- Umum Sekretaris Perangkat Kelengkapan Waktu Output
trasi Umum .
Kepegawaian Daerah
Menerima berkas/Surat Masuk, meregistrasi
surat masuk kedalam Buku Surat Masuk, Surat masuk yang
1 | Mengentri surat masuk ke SIKD, mencetak ( } Surat Masuk 5 menit | sudah dilengkapi
lembar disposisi dan menyampaikannya lembar disposisi
kepada Kasubbag Umum dan kepegawaian
Menerima, membaca, memaraf lembar Surat masuk yang Surat masuk yang
. . : : . sudah ada paraf
2 | disposisi, dan meneruskan Surat Masuk ke — sudah dilengkapi 5 menit
Sekretaris I__I lembar disposisi Kasubbag Umum
Kepegawaian
Surat masuk yang Surat maSL.Jk. yang
i sudah berisi
Membaca, memberi catatan dan menelaah \ sudah ada paraf .
3 - 5 menit | catatan oleh
kepada Kepala Dinas Kasubbag Umum X
K : Sekretaris dan
epegawaian :
diparaf
Surat masuk
dibubuhi disposisi
Surat masuk yang
Membaca, meneliti dan membuat disposisi ke sudah berisi Kepala Perangkat
4 ’ y 5 menit | Daerah yang
bawahan catatan oleh .
X sudah diparaf
Sekretaris .
oleh sekretaris
sebelumnya
Surat masuk Resgistrasi surat
Menerima surat masuk yang sudah dibububhi dibubuhi masuk,
disposisi, mencatat, mengarsipkan dan . . . Pencatatan ke
5 S disposisi Kepala 5 menit )
mendistribusikan Surat Masuk dan mencetak buku kendali dan
) . Perangkat Daerah
lembar kendali melalui SIKD surat yang telah
untuk bawahan SO
terdispoisisi
Mendistribusikan Surat Masuk dan Lembar gilérjl;lmiasuk Pendistribusian
6 | kendali berdasarkan disposisi Kepala Perangkat . .. 5 menit | Surat Masuk ke
Daerah ) disposisi Sekretaris/Kabid
Sekretaris/Kabid/




82017 s I

31 Januari 2022

13 November 2022

15 November 2022

e MB

311 1 001

MNomor S0P
Tanggal
Pemibuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efelctif
Disahkan Qleh
PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

KELAUTAN DAN PERIEKAMAN
Nama SOFP

Fengt:iul Surat Keluar
Menggunakan E-Latter

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Peraturan Pemerintah Nomor

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

lentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Dasrah;

60 Tahun 2008
tentang SPIP;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

» Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemkab, Kebumen;

. Peramuran Bupati Kebumen Nomor 124 tahun 2021
tentang Rindan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
[inas Kedudukan, Susunan Orpganisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Keria Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan;

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022
tentang Peta Progses Bisnis Pemerintah Kabupaten
Kebumen,

. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 050 / 0461/ 11 f SK / 2022 tanggal 3
Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim
Penyusun Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (S0P AP] Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen; dan

. Kepumusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 06D/ Tahun 2022 tentang Peta Proses
Bisnis Dinas Linglkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen.

1. Memiliki kemampuan
administrasi
perkantoran;

2. Memiliki kemampuan
mengoperasikan
komputer; dan

3. Mengerti tentang tugas

pokok dan fungsi
perangkat daerah.

KETERKAITAN

PERALATAN
PERLENGKAPAN




. SOP yang terkait dengan SOP Penanganan Surat

—_

. Laptop / Notebook.

Keluar 2. Printer.
. Buku Surat Keluar 3.ATK .
PERINGATAN PENCATATAN DAN
PENDATAAN
. Apabila kegiatan tidak terlaksana maka akan | 1. Pengadministrasi

mengakibatkan keterlambatan informasi dan
informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu.

Umum Dinas;

. Arsip Bidang yang

mendapatkan Disposisi;
Aplikasi SIKD; dan
Aplikasi E-Letter.




JUDUL SOP : PENGELOLAAN SURAT KELUAR MENGGUNAKAN E-LETTER

setuju langsung diteruskan kepada
kepala dinas

Pelaksana Mutu Baku
g . . . Kepala Ket
No Aktivitas Pengadministrasi | Kasubbag/Sub Kabid/
Umum/ Operator Koordinator Sekretaris FOEGELEE | OENEERER | ek QUL
Daerah
Menerima disposisi dari Sekretaris atau Disposisi dan
Kepala Dinas untuk membuat surat Kor?se Surat
1 keluar dan memerintahkan C) Keluarpdari 5 menit Konsep
" | operator/Pengadministrasi Umum untuk Sekretaris atau Surat Keluar
mengetik konsep surat keluar melalui E- Kepala Di
letter. epala Linas
Mengetik draft surat keluar Tidak
2 | menggunakan E-letter dan diteruskan I:j &Z:’:Jzerp Surat m1eonit gapastelgeluar
ke Kasubbag /Kasi/Kasubbid
Menyelia draf surat keluar, jika tidak
setuju dan ada koreksi dikembalikan Ya Tidak
3 | kepada operatror/pengadministrasi /\/ ﬁglr:f;p Surat 5 menit gﬁpastelgeluar
umum, jika setuju langsung diteruskan NS
ke Kabid/Sekretaris.
Menyelia draf surat keluar Jika tidak dan Ya N Tidak
ada koreksi setuju dikembalikan kepada Konsep Surat Konse
4 | operator/pengadministrasi umum jika Y K P 5 menit b
eluar Surat Keluar




Pelaksana Mutu Baku
g - . . Kepala Ket
No Aktivitas Pengadministrasi | Kasubbag/Sub Kabid/ Peranakat | Kelenakapan | Waktu Outout
Umum/ Operator Koordinator Sekretaris 9 gkap P
Daerah
Ya Tidak

Menyelia draf surat keluar jika tidak

setuju dan ada koreksi dikembalikan

kepada operartor/pengadministrasi
5 | umum, jika setuju ditandatangani secara ﬁglr:f;p Surat 5 menit gﬁpastelgeluar

elektronik (Passphrase) dan secara R

otomatis akan terkirim sesuai dengan 7

alamat yang dituju

Ya

Menandatangani surat secara elektronik Surat keluar S:r:attlé?al‘%ar

(Passphrase) dan secara otomatis akan \ yang .
6 - . yang telah ditandatangi

terkirim sesuai dengan alamat yang bernomor dan sudah

dituju

terkirim
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Disahkan Oleh

PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPALA DINHE LII"IGKUNEAH

Mama SOP

Pengelolaan Surat Keluar
Mengpunakan SIKD

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penvelenggaraan Pemerintah Daerah;

: Pg;nunn Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

SPP;

- Peraturan Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara

dan Reformaszi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan;

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi

Pemerintahan di Li ngan Pemkab. Kebumen;

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 tahun 2021

tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup,

Kelautan dan Perikanan:

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022
tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten
Kebumen,

. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 050 / 0461/ II / SK [ 2022 tanggal 3 Pebruari
2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar
Opcrasional Prosedur Administrasi Pemcrintahan
(BOP AP) Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen; dan

. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Nomor
060/ Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen.

1. Memiliki kemampuan
administrasi
perkantoran:

2. Memiliki kemampuan

mengoperasikan
komputer; dan

3. Mengerti tentang tugas

pokok dan fungsi
perangkat daerah,

KETERKAITAN

PERALATAN
FERLENGKAPAN




. SOP yang terkait dengan SOP Penanganan Surat

1

. Laptop / Notebook.

Keluar 2. Printer.
. Buku Surat Keluar 3.ATK .
PERINGATAN PENCATATAN DAN
PENDATAAN
. Apabila kegiatan tidak terlaksana maka akan | 1. Pengadministrasi Umum
mengakibatkan keterlambatan informasi dan ) Em?S;B_d
informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu. ' rrf :III% ap;tiz;i }Slzg osisi;
3. Aplikasi SIKD; dan
4. Aplikasi E-Letter.




JUDUL SOP : PENGELOLAAN SURAT KELUAR MENGGUNAKAN SIKD

Pelaksana Mutu Baku
N Ak Pengadmini | Kasubbag Kepala Ket
o tivitas s-trasi /Sub Kabid/ | Perang
Umum/ Koordina- | Sekretaris -kat ACENELETED BEL L
Operator tor Daerah
Menerima disposisi dari Sekretaris Disposisi dan
atau Kepala Dinas untuk membuat (:) Konsep Surat 5
1. | surat keluar dan memerintahkan Keluar dari menit Konsep Surat Keluar
Pengadministrasi Umum untuk Sekretaris atau
mengetik konsep surat keluar. Kepala Dinas
Mengetik konsep surat keluar dan Tidak Konsep Surat 10
2 | menyampaikan ke Kasubbag I Keluar menit Konsep Surat Keluar
/Kasi/Kasubbid
Menyelia konsep surat keluar, jika Ya
tidak setuju dikembalikan kepada
3 | pengadministrasi umum, jika setuju <\ Tidak Eglrbs:rp Surat mgnit giog?:fpsskl;(rj;rli(seluar yang telah
diparaf dan diteruskan ke ANy P
Kabid/Sekretaris.
Menyelia konsep surat keluar Jika
tidak setuju dikembalikan kepada Konsep Surat
4 | Kasubbag/Kasi/Kasubbid jika setuju Ya A__ | Tidak | Keluaryang telah | g’nit caz)a;:asftjsrzr(r};?gfsr yang telah
diparaf dan diteruskan kepada YL diparaf Sekretaris
kepala Perangkat daerah
Menyelia konsep surat keluar. Jika
tidak setuju dikembalikan kepada Konsep Surat 5 Surat Keluar yang telah
5 | Sekretaris, jika setuju ditandatangani Ya / Keluar yang telah it tertandatangani Kepala Perangkat
dan diturunkan kepada pengelola ’\> diparaf Sekretaris MeN | Daerah
surat.
Menerima surat keluar yang telah Surat Keluar yang
ditandatangani Kepala Dinas, Ya
mengentri surat keluar ke SIKD dan telah . 5
6 mengagendakan surat keluar | _|| tertandatangani menit Surat keluar yang telah bernomor
' Kepala Perangkat
membubuhkan nomor/ tanggal/ cap D
. . aerah
dinas, mengarsipkan surat
Menyiapkan surat yang akan dikirim,
7 menyiapkan buku ekspedisi/ tanda Surat keluar yang 5 Buku Ekspedisi telah terisi oleh
terima dan mengirim surat sesuai ( ) telah bernomor menit | penerima surat
dengan tujuan surat.




Nomor SOFP 896.1/ aga - 4

e Hur-n:r?l Tanggal Pembuatan | 31 Januar 2022
: Tanggal Revisi 15 November 2022
i, " | Tanggal Efektil 15 November 2022

Disahkan Oleh KEPALS -Eﬂh-i'. LINGEKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP, KELAUTAN DAN

PERIKANAN
Nama SOP Permohonan Usulan
Kenaikan Gaji Berkala
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 |1. Memiliki pengetahuan

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan administrasi perkantoran;

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 2. Mampu mengoperasikan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 computer; dan

tentang SPIP; 3. Mengerti tentang tugas
3. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur pokok dan fungsi

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 perangkat daerah.

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan,

4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan di Linglungan
Pemkab. Kebumen;

3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 tahun
2021 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Lingloungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan;

6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Tata
Naskeh Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen;

7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022
tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten
Kebumen;

8. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Ksbupaten Kebumen
Nomor 050 / 0461/ Il / SK / 2022 tanggal 3
Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim
Penyusun  Standar  Opecrasional  Prosedur
Administrasi Pemerintahan (SOP APF) Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen; dan

9. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 060/ Tahun 2022 tentang Peta Proses
Bisnis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen,




KETERKAITAN

PERALATAN
PERLENGKAPAN

. SOP yang terkait dengan SOP Kenaikan Gaji
Berkala

1.Laptop / Notebook.
2.Printer.
3.ATK .

PERINGATAN

PENCATATAN DAN
PENDATAAN

. Apabila kegiatan tidak dilaksanakan tepat
waktu maka akan mengakibatkan
keterlambatan Gaji, dan kesejahteraan tidak
bisa ditindaklanjuti tepat waktu

1. Buku penjagaan
Kenaikan Gaji Berkala.




JUDUL SOP : PERMOHONAN USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA

Pelaksana MUTU BAKU
No Aktivitas Kepala Ket
ASN Pengelol_a Kasubbag Sekretaris | Perangkat BKPSDM Kelengkapan | Waktu Output
Kepegawaian | Umpeg Daerah BPKPD
Melengkapi berkas untuk I
1 | persyaratan usulan kenaikan ( ) = Berkas ASN M?::]it E;ﬁialfg:?
gaji berkala
Menganalisis berkas ASN / Berkas Usulan
2 | untuk diinventarisir sebagai Ya \> Tidak Berkas ASN 30 Menit |[Kenaikan Gaji
usulan Kenaikan gaji berkala Berkala yg lengkap
Menyelia dan membubuhkan
&araf'Eada b_?rg(ask UISU_[?(n Berkas Usulan Berkas Usulan
enaikan gaji berkala jika : o ; G
3 | sudah disegtujjui mener{Jskan ke Ya /> Tidak Kenaikan Gaji | 5, [Kenaikan Gaji
N AR AN Berkala yg Berkala yang telah
sekretaris jika blm disetujui : ;
dikembalikan ke pengelola lengkap dibubuhi paraf
kepegawaian
Menyelia dan membubuhkan
paraf atau tandatangan sesuai Berkas Usulan
dengan kewenangannya Berkas Usulan : ,
terhadap berkas usulan Ya S Kenaikan Gaj Kenaikan Gaji
4 |Kenaikan gaji berkala ke kepala Tidak Berkalayang | 15 Menit Berkala yang telah
dinas jika sudah disetujui v telah dibubuhi dibubuhi paraf atau
diteruskan ke kepala dinas jika a elan dibubuni ditanda tangani
belum disetyujui dikembalikan I: ] paraf oleh Sekretaris
ke Kasubbag Umum dan
Kepegawaian




Pelaksana MUTU BAKU
No Aktivitas Kepala Ket
ASN Pengelol? Kasubbag Sekretaris | Perangkat BKPSDM Kelengkapan | Waktu Output
Kepegawaian | Umpeg BPKPD
Daerah
Menyelia, membubuhkan Ya Tidak
paraf atau menandatangani Berkas Usulan
berkas usulan Kenaikan gaji Kenaikan Gaji Berkas Usulan
berkala sesuai Berkala yang Kenaikan Gaiji
kewenangannya kepada telah dibubuhi | 10 Berkala yang
5 | kepala dinas melalui paraf atau Menit telah disetujui
Sekretaris jika sudah ditanda Kepala
disetujui, dikembalikan ke tangani oleh Perangkat
ASN melalui pengelola Sekretaris Daerah
kepegawaian, jika tidak setuju
dikembalikan ke Sekretaris
Mengarsipkan berkas
kenaikan gaji berkala yang Berkas Usulan
telah disetujui kepala dinas Kenaikan Gaji
setelah dilakukan penomoran Berkala yang 10 Berkas Kenaikan
6 | dan pemberian cap dinas, telah disetujui Menit Gaji Berkala yg
untuk Esselon 2 dikirim ke Kepala sdh disyahkan
BKPSDM dan BPKPD, untuk Perangkat
kemudian diserahkan ke yang Daerah
bersangkutan
Menyetujui dan memberi SK Berkas
Kenaikan Gaji Berkala yang § Kenaikan Gaji | 10 tanda terima
7 | telah disyahkan guna { ) Berkala yg Menit penyampaian
kepentingan sesuai sdh disyahkan dan ekspedisi
peruntukannya




Nomor SOP 896.1/ @5&\ - .
Tanggal 31 Januari 2022
Pembuatan
Tanggal Revisi 15 November 2022
‘Tanggal Efektif | 15 November 20322
Disahkan Oleh KEPALA DINAS LINOKUNGAN
HIDURAKELAUTAN DAN
PEMERINTAH KABUPATEN b, o
KEBUMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KELAUTAN DAN PERIKANAN
IEETHO311 1 001
Nama SOP Pengelolaan Barang
Inventaris

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS]I PELAKSANA

. Peraturan

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah.

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008 tentang SPIP.

Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional

Prosedur.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan S8SOP
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemkab. Kebumen;

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 tahun
2021 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan;

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Tata
Maskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen;

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun

2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah

Kabupaten Kebumen;

. Peraturan Daerah (PERDA)} Kabupaten

Kebumen No 4 Tahun 2017 Tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

Nomor 050 / 0461/ 11 / SK / 2022 tanggal 3

Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim

Penyusun Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan {SOP AP) Dinas

1. Memiliki kemampuan
administrasi perkantoran;

2. Mampu mengoperasikan
komputer;

3. Mengerti tentang proses/
Rencana Pengadaan
Barang Milik Dacrah;

4. Mengerti tentang proses

Serah terima dan Mutasi

Barang Milik Daerah; dan

Mampu bekerja secara

Tim.

tn




Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen; dan

10.Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 060/  Tahun 2022 tentang Peta Proses
Bisnis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen.

KETERKAITAN

PERALATAN
PERLENGKAPAN

Rl

. SOP Penyusunan Berita Acara Serah Terima

Barang Milik Daerah dari penyedia atau toko;
SOP Pelaporan Mutasi Barang;

SOP Pembuatan Kartu Inventaris Barang;
SOP Pembuatan Kartu Inventaris Ruangan;
dan

. SOP Monitoring Barang Milik Daerah.

A WDN -

Laptop / Notebook;

. Printer;

. ATK;

. Stiker/ Alat Barcode

. Kamera penunjuk gambar

dan koordinat.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN
PENDATAAN

. Apabila kegiatan tidak terlaksana maka akan

mengakibatkan keterlambatan informasi dan
informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat
waktu.

. Apabila data tidak valid akan mempersulit

pelaporan semesteran dan laporan akhir
tahun.

HON=

Aplikasi Simda Barang;
Aplikasi Sikendi;
Aplikasi Simpan;

Kartu Inventaris barang
di ruangan kerja atau
gudang penyimpanan;
Buku Bantu Laporan
Semester;

Buku Bantu Laporan
Akhir Tahun; dan
Berita Acara Serah
Terima Barang Milik
Daerah atau Barang Milik
Negara.




JUDUL SOP : PENGELOLAAN BARANG INVENTARIS

Pelaksana Mutu Baku
Pengad Ket
No - . 5 Kepala
Aktivitas nt""'s.' FEAETS | WCEMLEe Sekretaris | Perangkat | BPKPD Kelengkapan Rlast Output
rasi Barang Umpeg Daerah u
Umum

1 | Menerima dan mengecek Barang dan Berita 15 KIR dan KIB
barang inventaris kantor yang Acara Menit | yang terupdate
datang sesuai dengan berita dan laporan
acara selanjutnya mencatat inventaris yang
semua barang inventaris terkait
beserta mutasi/perubahannya
pada Buku Induk Inventaris, < )

Kartu Inventaris Barang (KIB)
dan Kartu Inventaris Ruangan
(KIR)

2 | Membuat laporan baik secara KIR dan KIB yang 45 Laporan
periodik ( setiap 6 bulan) terupdate dan laporan Menit | Periodik Daftar
maupun secara insidentil inventaris yang terkait Rekapitulasi
kepada DPPKAD selaku Barang
Pengelolaan Barang Milik Tidak Inventaris dan
Daerah, antara lain laporan Daftar Mutasi
Daftar uRekapitulasi Barang Barang
Inventaris dan Daftar Mutasi Inventaris
Barang Inventaris,
disampaikan kepada Kasubag
Umpeg

3 | Memeriksa laporan jika tidak Tidak Laporan Periodik Daftar 10 Laporan
setuju dikembalikan kepada .~ Rekapitulasi Barang Menit | Periodik yang
Pengurus barang untuk Inventaris dan Daftar sudah
diperbaiki, jika setuju diparaf, Ya Mutasi Barang diperiksa dan
dan diserahkan kepada Inventaris diparaf oleh
Sekretaris kasubag.

Umpeg




Pelaksana Mutu Baku
Pengad Ket
No - — Kepala
Aktivit -
ivitas minis FEOERTTE | SR E Sekretaris | Perangkat | BPKPD Kelengkapan BEL Output
trasi Barang Umpeg Daerah u
Umum
Ya Tidak

Menyelia laporan jika tidak setuju

Laporan Periodik yang

Laporan Periodik

dikembalikan kepada Kasubag L yang sudah
4 |Umpeg untuk diperbaiki, jika z?daarzfdéﬁ):r?ngs: M1e(r)1it diperiksa dan
setuju diparaf, dan diserahkan Urelpeg 9 diparaf oleh
kepada Kepala Dinas sekretaris
d
Menyelia laporan jika tidak setuju
dikembalikan kepada Sekretaris o Laporan Periodik
5 |Dinas untuk diperbaiki, jika o > gﬁg;’;agi Peerirl'(os‘:kdﬁng 10  lyang sudah di
setuju ditanda tangani dan \ i f Fl) h sekretari Menit tandatangani
diturunkan kepada parat oleh sexretaris kepala dinas
Pengadministrasi Umum
Laporan Periodik
yang sudah di
tandatangani
Menerima Laporan yang sudah Laporan Periodik yang kepala dinas dan
6 (ditandatangani dan sudah di tandatangani 5 Menit diserahkan ke
mengagendakan kepala dinas pengelola aset
dan
pengadministrasi
umum
Laporan Periodik yang Buku Ekspedisi
sudah di tandatangani yang ada tanda
7 Menyampaikan Laporan kepada .>D lcjiesiar?hig]:i:?)gngelola 30 terimanya
BPKPD 1 Menit

aset dan
pengeadministrasi u
dan buku ekspedisi

mum




tentang SFPIP;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nemor 35

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penvusunan

Standar Operasional Prosedur;

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun

2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP

Administrasi Pemerintahan di Lingkungan

Pemkab. Kebumen;

. Peraturan Bupati Kebumen Nomeor 124 tahun

2021 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan

Tata Kerja Dinas Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

[inas Lingkungan Hidup, Kelautan dan

Perikaman:

. Peraturan Bupati Kebumen Nomer 26 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Rebumen Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen;

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun

2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah

Kabupaten Kebumen;

- Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

Nomor 050 / 0461/ Il / SK / 2022 tanggal 3

Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim

Penyusun Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan [SOP AP) Dinas

Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kebumen; dan

. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 060/ Tahun 2022 tentang Peta Proses
Bisnis Dinas Lingkungan Hidup, Kclautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen.,

Nomor SOP 896.1/ mgyl. v
AN Tanggal 31 Januari 2022
I ' Pembuatan
Tanggal Revisi 15 November 2022
Tanggal Efeltif 15 November 2022
Disahkan Oleh
FEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Nama SOP
DASAR HUKUM KUALIFTKASI PELAKSANA
- Peraturan Pemerintah Nemor 79 Tahun 2005 | 1. Memiliki pengetahuan
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan administrasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,; "
. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 RecEAnherem;

2. Mampu mengoperasikan

computer,

3. Mengerti tentang tugas

pokok dan fungsi
perangkat daerah.




KETERKAITAN PERALATAN
PERLENGKAPAN

Laptop / Notebook;
Printer;

ATK;

Aplikasi/ arsip
pengurangan hari cuti;
dan

5. Buku Penjagaan ljin
Cuti Perangkat daerah.

1. SOP Buku Penjagaan Ijin Cuti.

L=

PERINGATAN PENCATATAN DAN
PENDATAAN
Apabila kegiatan tidak dilaksanakan tepat waktu 1. Catatan BKD tentang
maka akan  mengakibatkan  keterlambatan ijin cuti; dan
terbitnya Surat [jin Cuti, 2. Catatan Buku

Penjagaan Ijin Cuti
Perangkat daerah.




JUDUL SOP : PEMBUATAN SURAT WJIN CUTI

)<

kelengkapan
administrasi

Pelaksana Muti Baku
- Pengad-
No Aktivitas ministrasi Kasubbag Uml."n Sekretaris Kepala Kelengkapan Waktu Output
U dan Kepegawaian OPD
mum

1 | Menerima berkas permohonan cuti Berkas 10 menit | Berkas Usulan Cuti

yang telah mendapat persetujuan Permohonan Surat ASN

atasan langsung Tidak Tidak Tidak Izin Cuti beserta

berkas cuti ke pemohon dan Ke
BKPSDM.

Ya

2 | Menyelia berkas permohonan cuti ASN, Berkas Usulan Cuti | 10 Menit | Berkas Usulan Cuti
memberi paraf apabila setuju dan ASN ASN yang telah di
meneruskan ke pejabat satu tingkat validasi dan diparaf
atasan langsung Ya <> subbag umpeg

3 | Membubuhi paraf. Apabila tidak setuju Berkas Usulan Cuti | 10 Menit | Berkas Usulan Cuti
mengembalikan kepada subbag ASN yang telah di ASN yang telah
umpeg, apabila setuju meneruskan ke Ya //> validasi dan diparaf diparaf oleh pejabat
kepada OPD \ subbag umpeg satu tingkat atasan

langsung

4 | Jika setuju, Kepala OPD membububhi Berkas Usulan Cuti | 10 menit | Berkas Usulan Cuti
paraf, jika tidak setuju maka kembal ke / ASN yang telah ASN yang telah
pemohon. Melalui pengadministrasi Ya > diparaf oleh pejabat paraf/ditandatangan
Umum \ satu tingkat atasan i kepala perangkat

langsung daerah

6 | Jika di setujui Kepala OPD, Maka Berkas cuti dan 30 menit | Tanda terima
Pengadministrasi Umum Mengirimkan Ekspedisi penyampaian

permohonan cuti
dan ekspedisi yang
terisi




Perencanaadn




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Nomor S0P

B9.17 §52q

Tanggal
Pembuatan

31 Januar 3023

Tanggal Revisi

15 November 2032

Tanggal Efeldtif

15 November 2022

DINAS LINGEKUNGAN HIDUP,

KELAUTAN DAN PERIKANAN Lt beh

Nama SOP

Penyusunan Dokumen
Rencana Kerja [RENJA)
Perangkat Daerah

i P;:rn.nuﬂnll."cmcrintnh Nomor 12 Tehun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
SFIP,

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformaai Birokresi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standsr Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Bupati Kebumen Nemor 128 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Standar asional
Progedur Adminigiras! Pemerintaban di Linglungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen,,
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Crganisasi, Tugas Dan
Fungsi, serta Teta Kerjg Dinas Linglungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan;
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022
tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah  Kabupaten
Kebumen;
. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Kebumen Nomor 050 f 0461/
n f SK / 2022 tanggal 3 Pebruar 2022 tentang
Pembentukan Tim Penyusun Standar Operasional
Progedur Administrasi Pemerintahan [SOP AF) Dinas
Linglkungan Hidup, Kelsutan dan Perikanan Kabupaten
Kebumen; dan
. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen Nomor 060/ Tahun
2022 tentang Peta Proses Bignis Dinas Linghungan Hidup,
Kelautan dan Perilkanan Kabupaten Kebumen;

1. Latar belakang pendidikan
a1

2, Memiliki kemampuan dan
memahami terkait
PEFENCATNAAN;

3. Dapat mengoperaskan
komputer; dan

4. Mampu bekerjasama dalam
sebuah Tim Kerja.

'KETEREAITAN

'PERALATAN / PERLENGKAPAN |




1. Penganggaran Perangkat Daerah
2. Laporan Pertanggungjawaban/Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

aRON=

Laptop/ Notebook;
Printer;

LCD;

Proyektor;

ATK.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN
PENDATAAN

Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah mendasari Rencana
Strategi (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta
Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Kebumen.

.Buku Rencana Strategis dan

Rencana Kerja Dinas;

.Buku RPJMD Kab. Kebumen;
.Rencana Kegiatan Anggaran;
.Dokumen Pelaksanaan

Anggaran;

.Rencana Aksi dan Rencana

Kas; dan

. Perjanjian Kinerja dan

Sasaran Kerja Pegawai
(Indikator Kinerja Individu).




JUDUL SOP : PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

Pelaksana Mutu Baku
F " Penyusun Bahan Ket
No. Aktivitas Subkoordi nator Evaluasi, Program, Esdselc>|r\1llll Sekretaris Kadinas Kelengkapan Waktu Output
Perencanaan | pencana dan Laporan il
Merumuskan Formulir Matrik Usulan
Program, Kegiatan dan Anggaran ( ) Formulir Matrik Form Matrik Usulan
y tahun berikutnya, dan memerintahkan Usulan 2 Jam | Program, kegiatan dan
Penyusun Bahan Evaluasi, Program, Program, anggaran untuk tahun
Rencana dan Laporan untuk Disposisi berikutnya
membuat undangan
Membuat undangan dan Nota Dinas W
permintaan usulan program, kegiatan I::'
2 |dan anggaran tahun berikutnya dan Disposisi 1Jam |Undangan rapat
mendistri-busikan undangan kepada
Kepala Bidang
V A4 \ A4 \\4 Daftar priori
. prioritas program
3 Melakukan rapat _penentuan prlo.r|tas Ej [:l | | | [:l Bahan rapat 4 jam |dan kegiatan tahun
program dan kegiatan tahun berikutnya berikutnya
Mengisi formulir matrik usulan program,
kegiatan dan anggaran tahun \ Form Matrik Usulan
berikutnya dengan mengacu pada |: Form Matrik . program, kegiatan dan
4  |daftar prioritas program dan kegiatan Usulan 1 minggu anaaaran tahun berikutnva
dan diserahkan kepada Penyusun telgﬁ terisi y
Bahan Evaluasi, Program Rencana dan
Laporan
A4
Melakukan entry usulan dan indikator . |Simper terisi sesuai usulan
®  |pada aplikasi SIPD [ ] Bahan rapatkab | 3hari - piang
y Form Matrik Form Matrik Usulan
6 Menyampaikan kembali formulir yang Usulan van 10 Menit [Program, kegiatan dan
telah diisi ke Kasubbag Perencanaan g telah ter>i/si 9 anggaran tahun berikutnya

telah terisi




Pelaksana Mutu Baku
ol - Penyusun Bahan Ket
AL LS Subkoordi nator Evaluasi, Program, Es:elolr\'nllll Sekretaris Kadinas Kelengkapan Waktu Output
Perencanaan | pencana dan Laporan el
Mengkompilasi usulan dari seluruh
bidang, menyusun Draft Dokumen E
Renja, dan memerintahkan Penyusun Draft Usulan Dokumen kompilasi
7 Bahan Evaluasi, Program Rencana dari bidan 1 Hari usulan RENJA
dan Laporan untuk membuat Surat 9
Undangan Rapat Pembahasan Draft
Renja
e v Dokumen
8 Membuat undangan mendistribusikan E:I kompilasi usulan 2jam  |Lampiran Rapat
undangan kepada semua struktural RENJA
Melakukan rapat pembahasan Draft
Dokumen RENJA dan mengoreksi Lampiran Rapat
sesuai hasil kesepakatan rapat, \E \% (Dokumen .
9 diserahkan kepada Penyusun Bahan |:V:| Ej | L 4 | | Y | EZI kompilasi usulan 3 Jam |Draft Renja
Evaluasi, Program, Rencana dan RENJA)
Laporan
Merekap Draft Dokumen Renja sesuai
10 hasil rapat, membuat Draft Surat A4 Rancangan Awal 1 hari Draft Rancangan Akhir
Pengantar, diserahkan kepada >::| Renja Renja
Kasubbag Perencanaan
Mengoreksi draft Dokumen RENJA,
dan Draft Surat Pengantar, jika tidak P
setuju dikembalikan kepada Penyusun < .
11 |Bahan Evaluasi, Program, Rencana Draft Rancangan 30 Menit Draft Rancangan Akhir

dan Laporan untuk diperbaiki, jika
setuju diparaf dan diserahkan kepada
Sekretaris

Akhir Renja

Renja yang sudah benar




Pelaksana Mutu Baku
- o\ Penyusun Bahan Ket
No. LAl Subkoordi nator| g, i Program, Es:elolr\'nllll Sekretaris | Kadinas | Kelengkapan | Waktu Output
Perencanaan | pencana dan Laporan el
g;ar:(t:angan Draft Rancangan Akhir
12 | Memberi Paraf Akhir Renja 30 Menit | Renia yang sudah benar
>I__| yang sudah dan sudgh paraf
L benar sekretaris
Draft Rancangan
. . Akhir Renja yang .
Menandatangani Rencana Kerja \ .. |Dokumen Rencana Kerja
13 Perangkat Daerah ’I—:| :33:2 Eg:‘:fr dan | 30 Menit Sah
sekretaris
Mengagendakan, menggandakan dan 7 Dokumen
14 |mendistribusikan kepada struktural dan ( ) Rencana Kerja 3 jam |Dokumentasi berkas

selanjutnya dikirim kepada Bappeda

Sah




wall gsas

15 Movember 2022

15 November 2022

Nomor SOP
Tﬂ.l‘lggﬂ] 31 Januari 30232
Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efelctif
Disahkan Oleh
PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

KELAUTAN DAN PERIKANAN
Nama SOP

Penyusunan Dokumen
Pertanggunggjawaban
Perangkat Daerah

DASAR HUKUM

-

1]

'-.q

9.

L0,

i

1.

. Ul No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Fembangunan Nasional;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tehun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daegrah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun

2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang SPIP;

Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Adminisirasi Pemerintahan;

. Peraturan Daersh Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomaor 187)

- Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang

perubahan atas peraturan dacrah Kabupaten
Kebumen Nomor 7 tahun 2016 (cnlang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Kebumen No. 63 tahun 2021
tentang REPD 2022,

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.;
Peraturan Bupati Kebumen Momor 124 Tabun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungei, serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan;
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022
tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten
Kebumen;

H:ma.ha:m proses tﬂkms
penyusunan LKJiP
linglup Dinas
Lingkungan Hidup
Keluatan dan Perikanan;
dan

2. Latar belakang

pendidikan S1;




13. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 050 / 0461/ II / SK / 2022 tanggal 3
Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim
Penyusun Standar  Operasional  Prosedur
Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen; dan

14. Keputusan Kepala Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Tahun 2022 tentang Peta Proses
Bisnis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan

Nomor 060/

Perikanan Kabupaten Kebumen;

Lingkungan Hidup,

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Dokumen Rencana Kerja
(RENJA) Perangkat Daerah;

2. SOP Penyusunan Indikator Kinera Individu;

3. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja; dan

4. SOP Penyusunan Pengukuran Kinerja.

1. Lembaran Kerja

2. Ruangan rapat internal

3. Komputer, Printer, LCD,
HVS

4. Juklak dan Juknis tata
cara penyusunan LKJiP

Peringatan

Pencatatan dan
Pendataan

1. Jika SOP tidak laksanakan maka pengukuran

2.

kinerja tidak dapat menjadi acuan pengolahan
laporan kinerja akhir tahun; dan

Jika SOP tidak laksanakan tepat waktu,
pengolahan data kurang bisa
dipertanggungjawabkan.

1. Disimpan sebagai
dokumen Program Kerja

dan Kegiatan serta
LKJiP;

2. Data Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
(LPPD); dan

3. Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban

Kinerja (LKPJ).




JUDUL SOP : PENYUSUNAN DOKUMEN PERTANGGUNGGJAWABAN PERANGKAT DAERAH

NO

URAIAN PROSEDUR

Pelaksana

MUTU BUKU

Kepala
OPD

Sekretaris/
Kabid

Analis
Perencanaan

Sub
Koordinator
Perencanaan

Kasubag/Sub
Koordinator

Pengadminis-
trasi Umum

Perangkat
Daerah
Terkait

Kelengkapan
dan Peralatan

Waktu

Output

Disposisi dari Kepala
OPD untuk
melakukan
Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban
Perangkat Daerah

Disposisi Surat

15
Menit

Disposisi
Penyusunan
Laporan

Mendisposisi dan
menginformasikan ke
Kasubag/Kasi/Kasub
bid untuk
menyiapkan data
sebagai bahan
laporan Penyusunan
pertanggungjawaban
untuk disampaikan
ke Kasubbag
Perencanaan
Keuangan

A4

Disposisi
Penyusunan
Laporan

30
menit

Disposisi
Penyusunan
Laporan

Mengumpulkan
bahan materi
penyusunan laporan
Pertanggungjawaban
perangkat daerah

Disposisi
Penyusunan
Laporan

7 hari

Bahan Materi
Penyusunan
Laporan

Menyusun draft
laporan
pertanggunjawaban

A4

Bahan Materi
Penyusunan
Laporan

14 hari

Draf laporan




Pelaksana

MUTU BUKU

NO | URAIAN PROSEDUR i i Sub inis-| Perangkat
Kepala Sekret_arlsl Analis Koordinator Kasubqg/Sub Peng_admmls Daerah Kelengkapan Waktu Output
OPD Kabid Perencanaan Koordinator | trasi Umum ] dan Peralatan
Perencanaan Terkait
Melakukan rapat J/ Draf laporan
koordinasi internal berdasarkan
5 | pembahasan draf Draf laporan 1 hari | hasil Rapat
laporan Koordinasi
pertanggungjawaban Internal
\ 4
Menyelia/melakukan Draf laporan
. & berdasarkan .
perbaikan : .| Draft Perbaikan
6 hasil Rapat 7 Hari
Penyusunan laporan NS Laporan
. Koordinasi
pertanggungjawaban Internal
Menyelia draf Tidak
2 | laporan . \/ Draft Perbaikan | (i | Draft Laporan
pertanggungjawaban Laporan
perangkat daerah Y3
Menyelia dan .
menanda tangani \ Tidak E;)kgrn;ﬁn
8 | laporan Draft Laporan 2 Hari P .
. Pertanggungja
pertanggungjawaban waban
perangkat daerah ¥ 1
Menerima Dokumen v Dokumen
laporan, diberi Laporan Penggandaan
9 . 2 Jam
nomor, tanggal dan Pertanggungjaw Laporan
Penggandaan aban
Mengirim Dokumen
Laporan
10 pertanggungjawabab . Dookumen 2 Jam Tanda Terima
Perangkat Daerah ke - Laporan Pengiriman

Perangkat Daerah
Terkait




Keuangan




[
| Nomor 896.1/ :
5%
S0P L
Tanggal 31 Januari 2022
Pembuatan
Tanggal 15 November 2022
Revisi
Tanggal 15 November 2022
Efektif
KEPALABMNAS LINGKUNGAN
s3] WE-? b,
PEMERINTAH KABUPATEN KERUMEN o
| Disahkan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, | Oleh
KELAUTAN DAN PERIKANAN -
586 159311 1 001
Nama SOP | Pengajuan Surat Perintah
Membayar (SPM) LS Gaiji
DASAR HUKUM KUALIFIKASI T ELAKSANA
I.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang | 1. Memiliki kemampuan
Pengelolaan Keuangan Daerah; memverifikasi SPJ LS Gaiji
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 schagal kelengkapan SPP LS
tentang SPIP; Gaji; dan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara |2, Dapat mengoperasikan
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 aplikasi SIFD dan FMIS.
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional |
Prosedur Administrasi Pemerintahan:
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Progsedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Femerintah Kabupaten Kebumen.
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup, Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahur 2022
tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten
Eebumen;
8, Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

9.

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

Nomor 050 / 0461/ I / SK / 2022 tanggal 3

Pebruan 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun

Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan (S0P AP} Dinas Lingkungan Hidup,

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen: dan

Keputusan HKepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Nomor
060/ Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis
Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen;




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. DPA-OPD 1. SPJ dan dokumen
2. SPD kelengkapannya;
3. SOP Verifikator Keuangan 2. Kalkulator; dan
3. Komputer.
PERINGATAN PENCATATAN DAN
PENDATAAN
1. Batas waktu pelaksanaan verifikasi 2 hari kerja sejak | 1. Kendali verifikasi SPP dan
SPP dan kelengkapannya yang berupa dokumen SPJ Rancangan SPM.
diterima. 2. Catatan verifikasi SPP LS
2. Apabila dokumen SPJ tidak lengkap akan diterbitkan Gaji
Surat Penolakan Penerbitan SPM.
3. Kekuranglengkapan dokumen SPP-LS Gaji dan

Tunjangan akan menghambat pembuatan rancangan
SPM-LS Gaji dan Tunjangan




JUDUL SOP : PENGAJUAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) LS GAJI

Pelaksana Mutu Baku
i Pengguna Ket
No Kegiatan
Y Pengelola Gaji | oendahara | ooy opp | Anggaran Kelengkapan Waktu Output
Pengeluaran (PA)
y Merekapitulasi Ledger Gaji Pegawai C) Ledger Gaii 1 Hari Rekapitulasi Ledger
yang berasal dari BPKPD 9 I Gaji
2 Mgmbuat perincian dan penerimaan Rekapitulasi Ledger Gaiji 1 Hari R|n0|a_n dan Daf_t_ar
gaji Pegawai Penerimaan Gaji
Tidak Surat Pengantar,
3 Membuat dan menandatangai SPP LS I< Ringkasan, Rincian SPP LS 2 Jam Dokumen SPP LS
Gaiji Gaji, SPD dan Dokumen Gaji
lainnya
Ya /\ Tidak Dokumen SPP LS Gaji,
e . . > & Surat Pernyataan Dokumen Hasil
b | o o oot '\/ N Tangggung jawab Verifikasi, | 1 Jam | verifikasi SPP LS
gkapanny 9 Ledger Gaji, Cek list Gaiji
Ya Kelengkapan Verifikasi
Apabila dinyatakan lengkap PPK SKPD . T
5 Membuat Rancangan SPM LS Gaji dan Dokumen H..as'l verifikasi 1 Jam Rap_cangan SPMLS
. SPP LS Gaji Gaji
diserahkan ke Pengguna Anggaran,
Memverifikasi SPM LS Gaiji, menyelia Y / Dokumen SPM LS
6 I\, yelia > Rancangan SPM LS Gaji 30 menit | Gaji yang telah
kelengkapannya dan menandatangani .
tertanda tangani
7 | Mengirim SPM LS Gaji Ke BPKAD (j Ya Dokumen SPMLS Gajiyang | 5 ., | Tanda Terima
telah tertanda tangani Pengiriman




Nomor SOP

896.1/ 8530

Tanggal

Pembuatan

31 Januari 2022

Tanggal

Revisi

15 November 2022

Tanggal

PEMERINTAH KABUPATEN | Efelktif

15 November 2022

KEBUMEN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

KELAUTAN DAN FERIKANAN Disahkan

Dleh

NIP. I'E'.'I"E [Il 199311 1001

Nama SOP

Pengajuan Surat Perintah

DASAR HUKUM

Membayar Tamsil

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
tentang SPIP;

Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan,

Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun

2008

2012 tentang Pedoman Penwisunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun
2013 tentang Pedoman Pernyusunan Standar

Operagional Prosedur Adminigtrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen,;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan;
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun
2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah
Kabupaten Kebumen;

Heputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 050 / 0461/ 11 / SK / 2022 tanggal 3
Pebruan 2022 tentang Pembentukan Tim
Penyusun Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemeriniahan (SOP AP) Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen; dan

1. Me:mld-:: kemampuan
memverifilkkasi indikator
dalam pembayaran tamsil
PNS sebagai kelengleapan
SPP LS Gaiji;

2. Komputer/Laptop; dan

3. ATEK.




tidak lengkap akan dibayarkan Tamsil sesuai
jumlah penerimaan.

9. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 060/ Tahun 2022 tentang Peta Proses
Bisnis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen;
KETERKAITAN PERALATAN
PERLENGKAPAN
1. Tingkat Disiplin/Faceprint 1. SPJ dan dokumen
2. Capaian Kinerja Pegawai kelengkapannya;
3. SPD 2. Kalkulator;
4. SOP Verifikator Keuangan 3. Komputer/Laptop; dan
4. ATK.
PERINGATAN PENCATATAN DAN
PENDATAAN
1. Batas waktu pelaksanaan verifikasi 5 hari 1. Laporang Bendahara
kerja. Pengeluaran;
2. Administrasi Pemerintahana bila dokumen 2. Laporan Pengadministrasi

Keuangan (Gaji)

. Aplikasi Sistem Informasi

Perangkat Daerah dan
sejenisnya; dan

. Laporan Pengadministrasi

Kepegawaian pada Dinas

terkait jumlah kehadiran

dan kelengkapan izin cuti
dil.




JUDUL SOP : PENGAJUAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) LS TAMSIL

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
s Pengelola | Bendahara | o0 oypp | Pengguna Kelengkapan | Waktu Output €
Gaji Pengeluaran Anggaran
Membuat perincian dan rekapitulasi data §<Ianncelzer‘i?nizrr]1 rekap Draf Rekapitulasi
1 penerimaan Tambahan Penghasilan sesuai ( ) Tamsil sesuai 4 hari Penerimaan Tamsil
ketentuan Pegawai
ketentuan
Draf Rekapitulasi Dokumen SPP LS
2 Membuat dan menandatangai SPP LS Tamsil > < Penerimaan 1Jam | Tamsil dan
Tamsil Pegawai Kelengkapannya
Dokumen Hasil
5 | Memverifikasi SPP LS Tamsil, menyelia ><> Dokumen SPPLS Verifikasi SPP LS
. amsil dan 1 Jam )
kelengkapannya dan menandatangani Kelenakapannva Tamsil dan
grapanny Kelengkapanya
Apabila dinyatakan lengkap PPK SKPD Membuat
Rancangan SPM LS Tamsil dan diserahkan ke \ 4 Dokumen Hasil Rancanaan SPM LS
4 Pengguna Anggaran, Apabila dinyatakan tidak & verifikasi SPP LS 1 Jam Tamsil 9
lengkap PPK SKPD akan menerbitkan surat Tamsil
penolakan SPM LS Tamsil
< . .
6 | Melakukan Otorisasi terhadap SPM LS Tamsil ><_ fg'?:nqgﬁ‘“ SPM" | 30 Menit Egﬂ'a%;ﬁ'sas' SPM
Apabila dinyatakan lengkap maka pengguna \
anggaran menandatangani SPM LS Tamsil dan Dokumen SPP LS
diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran, Hasil Otorisasi . :
7 N : : . 30 menit | Tamsil yang telah
namun apabila dinyatakan tidak lengkap di SPM LS Tamsil :
| tertanda tangani
kembalikan ke bendahara pengeluaran untuk
dilakukan penyempurnaan SPP LS Tamsil
A 4 Dokumen SPP LS ,
8 | Mengirim SPM LS Tamsil Ke BPKPD ( ) Tamsil yang telah | 2 Jam gzrr‘ld?rikﬁlma
tertanda tangani 9




Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

. Peramran Mentern Pendayagunaan Aparatar
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen.;

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun
2021 tentang  Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan:

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun
2022 tentang Peta Proaes Bisnia Pemerintah
Kabupaten Kebumen;

- Kepurtusan Kepals Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 050 / 0461/ 1 / SK [ 2022 tanggal 3
Pebruan 2022 tentang Pembentukan Tim
Penyusun Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen; dan

. Keputusan Kepala Dinag Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor O60/ Tahun 2022 tentang Peta

Nomor SOP 896.1/ gs1R
R SR Tanggal Pembuatan | 31 Januari 2022
'|ﬂ‘ | Tanggal Revisi 15 November 2022
YT Tanggal Efektif 15 November 2022
4 LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN Disahkan Oleh
DINAS LINGKUNGAN HIDUF,
KELAUTAN DAN FERIEANAN
36367 199311 1 001
Nama SOP Pengajuan Surat Perintah
Membayar LS Barang/.Jasa
. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 | 1. Memiliki k{':ITLEIJTI;IIHﬂ
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: memverifikasi dokumen LS
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sebagai kelengkapan
tentang SPIP; Pemerintahanan SPP LS.
. Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur |2 Dapat mengoperasikan

Aplikasi SIFD dan FMIS.




Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen,;

Proses Bisnis

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. DPA-OPD 1. SPJ dan dokumen
2. SPD kelengkapannya;
3. SOP Verifikator Keuangan 2. Kalkulator; dan
3. Komputer.
PERINGATAN PENCATATAN DAN
PENDATAAN
1. Batas waktu pelaksanaan verifikasi 2 hari kerja | 1. Kendali verifikasi SPP dan
sejak SPP dan kelengkapannya yang berupa Rancangan SPM,;
dokumen SPJ diterima; 2. Catatan verifikasi SPP LS;
2. Apabila dokumen LS tidak lengkap akan dan
diterbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM; dan | 3. Aplikasi Kartu Kendali FMIS;
3. Kekuranglengkapan Administrasi Pemerintahanan

dokumen LS akan menghambat
rancangan SPM.

pembuatan




JUDUL SOP : PENGAJUAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS BARANG /JASA

tertanda tangani

Pengiriman

Pelaksana Mutu Baku
Bendahara Ket
No Kegiatan Pengeluaraan/ PPK-
Bendahara PPTK SKPD PA/KPA Kelengkapan Waktu Output
Pengeluaran
Pembantu
SPD, Dokumen Kontrak, Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan,Berita Acara
' Pemeriksaan Administrasi, Berita Acara
Membuat dan menyerahkan SPP LS Tidak Penilaian Hasil Pekerjaan, Berita Acara serah Kelenakanpan
berdasarkan SPD, Dokumen Kontrak, < terima Pekerjaan, Rekomendasi dari Perangkat . gkap

1 ) : : ) : . 2 hari | Dokumen SPP LS
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan daerah teknis terkait, Surat Permohonan Barang Jasa
dan Dokumen kelengkapan lainnya Pembayaran, Fotocopy nomor Rekening Bank 9

Pihak ketiga, Faktur Pajak, Kwintasi bermetarai,
Surat Jaminan Bank, DPA, E-billing, NPWP, dan
Dokumen kelengkapan lainnya

Ya

2 Menyelia dokumen SPP LS barang Kelengkapan Dokumen SPP LS Barang Jasa 1 hari Dokumt_an SPPLS
Jasa dan membubuhkan tanda tangan barang jasa
Menyerahkan SPP LS Barang Jasa v Penyerahan

3 beserta Dokumen Kontrak dan < Tidak Dokumen SPP LS barang jasa 30. Dokumen SPP LS
kelengkapan Dokumen LS kepada PPK menit B
SKPD arang Jasa
Memverifikasi SPP LS, menyelia e Dokumen Hasil

4 | kelengkapannya dan menandatangani > Penyerahan Dokumen SPP LS Barang Jasa 1 Hari | verifikasi SPP LS
tanggungjawab verifikasi Barang Jasa
Apabila dinyatakan lengkap PPK SKPD Yay, .

5 | Membuat Rancangan SPM LS Barang <—lidak Dokumen Hasil verifikasi SPP LS Barang Jasa 1 Jam Rancangan SPM
Jasa dan diserahkan ke PA/KPA h LS Barang Jasa
Memverifikasi SPM LS Barang Jasa, P 30 Hasil Otorisasi

6 | menyelia kelengkapannya dan > Surat Penolakan SPM LS Barang Jasa Menit SPM LS Barang
menandatangani dokumen Jasa

7 | Mengirim SPM LS Ke BPKPD é Ya Dokumen SPP LS Barang Jasa yang telah 2 Jam Tanda Terima




Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang SPIP;

Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi

Pemernntanan:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintaharn;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operazional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen.;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tupgas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan;
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun
2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah
Kabupaten Kebumen;

Kepumisan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 050 / 0461/ 11 } SK | 2022 tanggal 3
Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim
Penyusun Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan [SOF AP) Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen; dan

Keputuzan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

Nomor SOP 896.1/ @530
IFE'I-:EIi'ﬂ.’-'.I'..'r?'EF'i Tanggal 31 Januari 2022
|ﬂ‘ : : l_?embuatan
' ‘=t Tangeal Revisi 15 Novemnber 2022
Tanggal Efektif 15 November 2022
KEPALA DINAS LINGKUNGAN
PEMERINTAH EABUPATEN
KEBUMEN
Disahkan Oleh
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
EKELAUTAN DAN PERIKANAN
Nama SOP Pengajuan Surat Perintah
Membayar Uang Persediaan
(UP|
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019 | 1. Memilila kemampuan
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; memverifikasi

2. Dapat mengoperasikan
aplikasi SIPD dan FMIS.




Nomor 060/ Tahun 2022 tentang Peta Proses
Bisnis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen;

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

DPA-OPD

SPD

SOP Pengajuan GU
Bendahara Pengeluaran

e s

1.

SPJ dan dokumen
kelengkapannya;
Kalkulator;

3. Komputer/Laptop.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN
PENDATAAN

1. Batas waktu pelaksanaan verifikasi 2 hari kerja
sejak SPP UP dan kelengkapannya diterima;

2. Administrasi Pemerintahanabila dokumen SPP UP
tidak lengkap akan diterbitkan Surat Penolakan
Penerbitan SPM; dan

3. Kekurang lengkap dokumen SPP UP akan
menghambat pembuatan rancangan SPM UP.

1. Kendali verifikasi SPP dan

Rancangan SPM.

2. Catatan verifikasi SPP UP.




JUDUL SOP : PENGAJUAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG PERSEDIAAN (UP)

pengiriman

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan SO ErE PPK-SKPD | Pengguna Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pengeluaran Anggaran
Menginventarisir Perhitungan UP Perhitungan UP, , Rincian Perhitungan
1| setelah menerima SPD dari BPKPD D SPD, DPA 1 Hari UP
\ 4
Membuat dan menanda tangani SPP Rincian Perhitungan
2 UP beserta Dokumen lainnya UpP 1Jam Dokumen SPP UP
e . . \ 4 .
Memverifikasi SPP UP, menyelia Dokumen Hasil
3 kelengkapannya dan menandatangani < Dokumen SPP UP 1Jam verifikasi SPP UP
Apabila dinyatakan lengkap PPK SKPD
4 | Membuat Rancangan SPM UP dan >/>< Dokumen SPP UP 1 Jam Rancangan SPM UP
diserahkan ke Pengguna Anggaran \
Memverifikasi SPM UP, menyelia \?:rii(flisz:inSiaF? ”UP
5 | kelengkapannya dan menandatangani >/ Rancangan SPM UP 1 Jam ana telah
dokumen SPM UP N g 9 .
itandatangani
6 | Mengirim SPM UP ke BPKPD v Rancangan SPM UP 30 Menit | (2ndaterima




Nomor SOF 806.1f s ao
Tanggal 31 Januari 2022
Pembuatan
Tanggal Revisi 15 November 2022
Tanggal Efektif 15 November 2022
LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN
Disahkan Oleh
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KELAUTAN DAN PERIKANAN
. T F201 199311 1 001
Nama SOP Pengajuan Surat Perintah
Membayar Ganti Uang
Persediaan [{GL)
DASAR HUKUM TUALITIKASI PELAKSAN:

W l

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tabhun 2003

tentang SPIF;

. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 rtentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
MNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Stander Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun

2013 tentang Pedoman Penvusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan di  Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kebumen.;

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan

Orgenisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja

Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan

Perikanan;

. Peraturan Bupati Kebumen Nomer 34 Tahun

2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah

Kabupaten Kebumen;

- Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

Momor 050 / 0461/ 11 / SK / 2022 tanggal 3

Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim

Penvusun Standar Operasional Proseduar

Administrasi Pemerintahan [SOP AP) Dinas

Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kebumen; dan

- Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

I. Memiliki kemampuan
memverifilkasi dakumen GU
scbagai kelengkapan SPP
G,

2. Dapat mengoperasikan
Aplikasi SIPD dan FMIS.




Nomor 060/ Tahun 2022 tentang Peta Proses
Bisnis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen;

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. DPA-OPD 1. SPJ dan dokumen
2. SPD kelengkapannya;
3. SOP Verifikator Keuangan 2. Kalkulator;
4. Bendahara Pengeluaran 3. Komputer/Laptop;
4. ATK.
PERINGATAN PENCATATAN DAN
PENDATAAN
. Batas waktu pelaksanaan verifikasi 2 hari kerja | 1. Kendali verifikasi SPP dan
sejak SPP dan kelengk Administrasi Rancangan SPM.

Pemerintahanannya yang berupa dokumen SPJ |2. Catatan verifikasi SPP GU
diterima.

Apabila dokumen GU tidak lengkap akan
diterbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM.

. Kekurang lengkap dokumen GU akan
menghambat pembuatan rancangan SPM GU.




JUDUL SOP : PENGAJUAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ket
< BETeEliE PPK-SKPD g Kelengkapan Waktu Output
Pengeluaraan Anggaran
y Melakukan Perhitungan GU dari UP yang telah Bg}:'tngagg:kizu 3 Hari Rincian
mencapai 80% @ Pajal’< Sagl%o ’ Perhitungan GU
Membuat dan menandatangani SPP GU beserta ‘l' Tidak - . Dokumen SPP
2 Dokumen lainnya & Rincian Perhitungan GU 4 Jam GU
3 Memverifikasi SPP GU, menyelia \/ Dokumen SPP GU 2 Hari Dokumen Hasil
kelengkapannya dan menandatangani ’\ verifikasi SPP GU
Ya J
4 Membuat Rancangan SPM GU dan diserahkan / Tidak Dokumen Hasil verifikasi 1 Jam Rancangan SPM
ke Pengguna Anggaran <€ SPP GU GU
5 Memverifikasi SPM GU, menyelia \/ Rancangan SPM GU 30 Menit Rancangan SPM
kelengkapannya '\ 9 GU
Ya \ 4 Dokumen SPM
6 Menandatangani dokumen SPM GU Rancangan SPM GU 5 menit | GU yang telah
| ditandatangani
7 | Mengirim SPM GU Ke BPKPD é) Dokumen SPP GUyang |, ;.. | Tanda Terima
telah tertanda tangani Pengiriman




Momor SOP B9G.1/ 85e4)

Tanggal 31 Januan 2022
Pembuatan
Tanggal Revisi | 15 November 20232
Tanggal 15 November 2022
Efelktif
PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN
Disahkan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Oleh
KELAUTAN DAN PERIKANAN "
Nama SOP Pengajuan Sural Perintah
Membayar Tambahan Uang
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 | 1. Memiliki kermampuan
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; memverifikasi SPJ TU
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 scbagai kelengkapan SPP
tentang SPIP; TL.

3. Peraturan Menteri Pendayasgunaan Aparatur | 2. Dapat mengoperasikan
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Aplikasi SIPD dan FMIS.
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan |.
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemernntahan:

2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen.;

6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun
2021 tentang  Kedudukan,  Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Pernkanan;

7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun
2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah
Kabupaten Kebumen;

8. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 050 f 0461/ 11 / 8K [ 2022 tanggal 3
Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim
Penyusun Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (SOF AP) Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen: dan




9. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 060/  Tahun 2022 tentang Peta Proses
Bisnis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen;

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. DPA-OPD 1. SPJ dan dokumen
2. SPD kelengkapannya;
3. SOP Verifikator Keuangan 2. Kalkulator;
4. SOP Pengajuan GU 3. Komputer/Laptop;
S. Bendahara Pengeluaran 4. ATK.
PERINGATAN PENCATATAN DAN
PENDATAAN
1. Batas waktu pelaksanaan verifikasi 2 hari kerja | 1. Kendali verifikasi SPP dan
sejak SPP dan kelengkapannya yang berupa Rancangan SPM.
dokumen SPJ diterima. 2. Catatan verifikasi SPP UP
2. Apabila dokumen SPJ TU tidak lengkap akan dan GU
diterbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM.
3. Kekurang lengkap dokumen SPP TU akan

menghambat pembuatan rancangan SPM TU.




JUDUL SOP : PENGAJUAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR TAMBAHAN UANG (TU)

Pelaksana Mutu Baku
. ; Ket
No Kegiatan Bendahara PPK-SKPD Pengguna | Sekretaris Kelengkapan Waktu Output e
Pengeluaran Anggaran Daerah
Perhitungan TU, SPD,
DPA, Anggaran Kas,
Saldo, Persetujuan Sekda
: (diatas 100 juta), . Rincian
1 Melakukan Perhitungan Kebutuhan TU < ) Pernyataan PA/KPA, 3 Hari Perhitungan TU
Surat Keterangan
Kebutuhan penggunaan
TU
. A 4 Tidak
Membuat dan menanda tangani SPP TU P I . Dokumen SPP
2 . < Rincian Perhitungan TU 1 Jam
beserta Dokumen lainnya TU
e . Dokumen Hasil
3 | Memverifikasi SPP TU, menyelia Ya >/> Dokumen SPP TU 1Jam verifikasi SPP
kelengkapannya dan menandatangani TU
Apabila dinyatakan lengkap PPK SKPD \ . e
4 Membuat Rancangan SPM TU dan Dokumen Hasil verifikasi 1 Jam Rancangan
. SPP TU SPM TU
diserahkan ke Pengguna Anggaran
5 Melakukan Otorisasi terhadap SPM TU > Rancangan SPM TU 30 Menit ggf\;ll _I(_)ltJorlsaS|
Apabila dinyatakan lengkap maka
Penguna Anggaran menanda tangani
SPM TU dan diserahkan kepada , _IIZ_)Skuan;enteSI:hP
6 Bendahara Pengeluaran, namun apabila A Tidak Hasil Otorisasi SPM TU 30 menit yang
: . ) ! € tertanda
dinyatakan tidak lengkap di kembalikan i :
angani
ke bendahara pengeluaran untuk
dilakukan penyempurnaan SPP TU
Apabila SPM TU melebihi 100 juta maka Persetujuan
7 Pengguna Anggaran meminta >/> Hasil Otorisasi SPM TU 30 menit Sekda atas
Persetujuan Sekretaris Daerah N SPM TU
Ya
L Dokumen SPP TU yang Tanda Terima
8 Mengirim SPM TU Ke BPKAD C)< telah tertanda tangani 2 Jam Pengiriman




tentang Pengelolaan Keuvangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang SPIP;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

. Peraturan Menteri Pendaysgunaan Aparatur
MNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operaszional Presedur Administrasi
Pemerintahan;

. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
3 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen;

. Peraturan Bupeati Kebumen Nomoer 124 Tahun
2021 tentang — Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Linglungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan;

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun
2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah
Kabupaten Kebumen;

. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Namor 050 / 0461/ T / SK / 2022 tanggal 3
Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim
Penyvusun Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan [SOP AP) Dinas
Linglungan Hidup, Kelantan dan Perikanan
KEzbupaten Kebumen; dan

Momor S0P 806.1/ AZA)| .- &
Tanggal 31 Januari 2022
Pembuatan
Tanggal Revist | 15 November 2022 ]
Tanggal 15 November 2022
Efelctif
KEPALA DINAS LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUFATEN R
KEBUMEN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP, | L o kan

KELAUTAN DAN PERIKANAN O
Nama SOP Ltl]:!ﬂrﬂl'l Heua.ngan Peranghkat

Daerah
. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 |1 . Memililki kemampuan  di

bidang akuntansi;
2 Memahami proses akuntansi.
3.Dapat mengoperasikan
aplikasi SIPD dan FMIS




10.Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Nomor 060/  Tahun 2022 tentang Peta Proses
Bisnis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen;

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

1.

2.

SOP Pengajuan SPP UP, GU, TU, LS-Gaji dan LS-
Barang Jasa.
Bendahara Pengeluaran

1. DPA, SPJ dan dokumen
kelengkapannya;

ATK;

Kalkulator;

Komputer;

Printer;

Telepon/ Handphone;

Meja dan kursi.

Nk Lbd

PERINGATAN

PENCATATAN DAN
PENDATAAN

. Penjurnalan dilakukan sesuai kronologi kejadian,

serta sebelum pembuatab laporan keuangan
semester pertama dan laporan keuangan tahunan.
Apabila penjurnalan tidak dilakukan secara rutin
akan menghambat pembuatan laporan keuangan.

. Jurnal Penerimaan
. Jurnal Pengeluaran
. Jurnal Penyesuaian
. Jurnal Koreksi

. Buku Besar

. Neraca
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JUDUL SOP : LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksana Mutu Baku
. Ket
No Kegiatan Pengurus
g Bendahara BMD/ Petu.gas PPK Pengguna Kelengkapan Waktu Output
Pengeluaran BMN Pajak SKPD Anggaran
Opname Kas, Berita Acara
Penutupan dan Pemeriksaan
1 Melakukan Tutup Buku Kas, Cek Saldo BKU-Rekening 5 hari Ezhg?gﬂtmli(hli\flelakukan
Bank, Cek Transaksi Terkait P
Perpajakan
A
2 | Rapat Koordinasi g%hﬁ?hﬁntw Melakukan Rapat 4 jam Penetapan SPJ Nihil
.Iv.
3 | Menetapkan SPJ Nihil Penetapan SPJ Nihil 2 jam Jumlah SPJ Nihil
. A 2 Jumlah SPJ Nihil dan
4 | Menghitung SPJ Jumlah SPJ Nihil 2 Jam | Fungsional
Fungsional
\
5 | Cek Saldo Awal Jumlah SPJ Nihil dan 2 Jam Perhitungan GU dan LS
- Fungsional, Jumlah Saldo Awal
iliasi N4
Rekon5|!|a5|llnternal dgn v Perhitungan GU dan LS, . Data Laporan Keuangan
6 | Inventarisasi Transaksi LS . 6 jam . O
Realisasi BMD, Laporan Pajak setelah sinkronisasi
Akrual ® A A
Tidak Data Laporan Keuangan setelah Draft Laporan Keuangan
7 | Menyusun laporan . NN 5 Jam
sinkronisasi SKPD
Menverivikasi Draft
: Laporan SKPD yang sudah
8 Laporan Ke“?r?ga” SKPD ><\< Tidak Draft Laporan Keuangan SKPD 5Jam terverifikasi PPK dan diberi
dan menyetujui atau " araf
memberi paraf P
Menverifikikasi Draft
Laporan Keuangan SKPD Laporan SKPD yang sudah Laporan SKPD yang sudah
9 | dan menyetujui atau Ya >/ terverifikasi PPK dan diberi 5 Jam terverifikasi PA dan diberi
memberi Tanda Tangan paraf Tanda Tangan
pada Laporan
Mengirim Laporan Ya Laporan SKPD yang sudah Arsip Laporan Keuanaan
10 | Keuangan SKPD ke terverifikasi PA dan diberi Tanda 1 Jam b Lap 9
. SKPD
BPKPD dan mengarsip Tangan




